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ABSTRAK 

EFEKTIVIT AS KOORDINASI DALAM PENGADAAN PETA ZONA 

NILAI TAN Ail TUNGGAL UNTUK KEPENTINGAN FISKAL 
DIKABUPATEN BANGKA TENGAII 

Tudi Iskandar 
tudiiskandar@gmail.com 

Program Pasca Swjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu bidang tanah di Kabupaten 
Bangka Tengah memiliki 3 data (referensr) nilai ~ menggambarkan nilai pasar 
tanah yaitu yang tertuang dalam 1.) Peta ZNT BPN sebagai dasar pengenaan 
PNBP, 2.) NPOP yang merupakan harga transaksi dalarn M:ta Jual Beli PPAT 
sebagai dasar pengenaan BPHTB, serta 3.) NJOP sehagai dasar pengenaan PBB. 
Ketiga nilai tersebut merupakan nilai ~ didasarkan pada harga pasar, harga 
transaksi, atau nilai pasatsuatu bidang tanah atau properti. 

Pennasalahan yang diteliti dalarn penelitian ini adalah Bagaimanakah 
efelctivitas koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan DPPKAD dalarn 
pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten 
Bangka Tengah?. Faktor apa saja yang menjadi pendnknng dan pengharnbat 
koordinasi terse but?. Penelitan ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
P"'ndekatan kualitatif. Pengumpulao data dilakukan melalui wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan baail penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang 
Ielah dilaknkao oleh kedua instansi tersebut pada umunmya belum berjalan secara 
efelctif. Faktor-faktor pendnknng koordinasi tersebut, adatah (a) adanya peluang 
pengguna Peta ZNT selain BPN, (b) gejala adanya political will pengadaan Peta 
ZNT Tunggal oleh multipihak yang berkepentingan, dan (c) memungkinkao 
dilaknkao secara teknis. Faktor-faktor pengharnbatnya berkaitan dengan yang 
diterima oleh pemangkn kepentingao, yaitu (a) pihak Kantor Pertanahan terkait 
dengan skala Peta ZNT yang tidak berbasis bidang sehingga mempersulit dalarn 
proses pelayanan, (b) pihak PPAT terkait dengan tambahan tugas membuat sketsa 
lokasi bidang tanah yang dimohon karena menarnbah pekerjaannya, 
ketidakjelasan determinasi waktu layanan informasi nilai tanah dari Kantor 
Pertanahan menyebahkan ketidak jelasao waktu layaoan, dan adanya verifikasi 
nilai tanah dari DPPKAD menyebabkan ketidakpastian pelayaoan; (c) pihak 
masyarakat berkaitan dengan nilai tanah ~ tidak rasioual. 

Kala Kunci : Efektivitas, Koordinasi, Peta Zona Nilai Tanah Tunggal 
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• 
ABSTRACT 

THE COORDINATION EFFECTIVENESS IN PROCUREMENT OF 
SINGLE LAND VALUE ZONE MAP FOR FISCAL INTERESTS IN THE 

CENTRAL BANGKA DISTRICT 

Tudi Iskandar 
tudiiskandar@gmail.com 

Postgraduate Program 
Terbuka University 

This research was carried out by the existence of a plot of land in Central 
Bangka District that had 3 data (references) values which described the land 
nuuket value in the form of l.) ZNT BPN Map stood for the basis of PNBP 
imposition, 2.) NPOP as the transaction price in the PPAT's Deed of Sale and 
Purchase that stood for the BPHfB imposition, and 3.) NJOP stood for the basis 
for PBB imposition. All those three values were the values that constructed based 
on market price, transaction price, or market value of a plot of land or property. 

The problems studied in this research were how was the coordination 
effectiveness between the Agrarian Department and DPPKAD in the procurement 
of Single Land Value Zone Map for fiscal interests in Central Bangka District? 
What factors that supported and inhibited the coordination? This research was a 
descriptive research with qualitative approach. Data collection was done through 
in-depth interviews, observation, and documentation. 

Based on the results of the research, it could be concluded that the 
coordination that had been done by both departments generally had not run 
effectively. The supporting factors for the coordination were (a) There was a 
possibility of the existence of ZNT Map user besides BPN, (b) The symptoms of 
political will in the procurement of ZNT Single Map by multi stakeholders, and 
(c) Technically possible to be done. The inhibiting factors were related to what 
were to be received by stakeholders, such as (a) The Agrarian Departmen~ which 
was related to a non-field-based ZNT Map scale that complicated the service 
process; (b) The PPAT, which was related to the additional task of sketching the 
requested location because of adding their job, the unclear time detennination of 
land value information service from Agrarian Department caused the uncertainty 
of time service, and the existence of land value verification from DPPKAD led to 
uncertainty of service; (c) The public, which was related to the irratioual value of 
the land. 

Keywords: Effectiveness, Coordination, Single Land Value Zone Map 

lll 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



PERSETUJUAN TAPM 

Judul TAPM 

Penyusun T APM 

NIM 

Program Studi 

Hari!fanggal 

Pembimbing II, 

Dr. T swo o M.Si. 
NJP. 19620808 198910 I OOI 

Ketua Pascasarjana Hukum, 
Sosial dan Politik, 

Dr. Dannanto. M.Ed. 
NIP. 19591027 198603 I 003 

Efektivitas Koordinasi Dalam Pengadaan Peta 

Zona Nillai Tanah Tunggal Untuk Kepentingan 

Fiskal Di Kabupaten Bangka Tengah 

Tudi Iskandar 

50062Q7]5 

Administrasi Publik 

Juli 2018 

Menyetujui : 

Pembimbing I, 

Dr. Darrnanto. M.Ed. 
NJP. 19591027 198603 I 003 

Penguji Ahli, 

Prof Dr. Endang Wiriatmi Trilestari. M.Si. 
NIP. 19541014 198103 2 001 

S.H. M.A. Ph.D 
2 198903 I 019 

v 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Nama 

N1M 

Program Studi 

Judu1 TAPM 

UNIVERSITAS TERBUKA 
PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 

PENGESAHAN 

Tudi Iskandar 

500629715 

Administrasi Publik 

Efektivitas Koordinasi Dalam Pengadaan Peta 

Zona Nilai Tanah Tunggal Untuk Kepentingan 

Fiska1 Di Kabupaten Bangka Tengab 

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister 

(TAPM) Administrasi Pub1ik Program Pascasrujana Universitas Terbuka pada : 

Hari!Tanggal 

Waktu 

Jumat, 06 Juli 2018 

08.00 s/d Se1esai 

Dan Ielah dinyatakan : L U L U S 

PANO'IA PENGUJI TAPM 

Tanda Tangan 

Ketua Komisi Penguji 
Na.u.a : Dr. Darma;;.to, .M.Ed Ci'~ 

···············-································-····· 

~ Penguji Ahli 
Nama : Prof. Dr. Endang Wiljatmi Tri1estari, M.Si 

........................................................ 

~~ Pembimbing I 
Nama : Dr. Darmanto, M.Ed 

Pembimbing II 
Nama: Dr. Tuswoyo, M.Si 

VI 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala ralnnat 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan T APM 

(Tugas Akhir Program Magister) dengan judul : "EFEKTIVITAS KOORDINASI 

DALAM PENGADAAN PETA ZONA NILAI TANAH TUNGGAL UNTUK 

KEPENTINGAN FISKAL DI KABUPATEN BANGKA TENGAH". 

Penyusunan TAPM (Tugas Akhir Program Magister) ini dimaksudkan untuk 

memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Program Pascasmjana Magister 

Administrasi Publik pada Universitas Terbuka. 

Dalam penyusunan Proposal TAPM (Tugas Akhir Program Magister) ini, 

penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan, dorongan serta petunjuk dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sudah selayaknya apabila 

penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada : 

I. Bapak Prof. Drs. Ojat Darojat., M. Bus., Ph.D selakn Rektor Universitas 

Terbuka. 

2. Bapak Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. selakn Dekan Fakultas Hukum, lhnu 

Sosial dan Jhnu Politik Universitas Terbuka. 

3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Pascasrujana Hukum, Sosial dan 

politik Universitas Terbuka sekaligus selaku Dosen Pembimbing I. 

4. Bapak Dr. Tuswoyo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II. 

IX 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



5. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan!Karyawati pada Univemitas Terbuka UPBJJ­

UT Pangkalpinang. 

6. Bapak Kepala Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka Tengab beserta 

jajarannya. 

7. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerab 

Kabupaten Bangka Tengab besertajajarannya. 

8. Sernua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu pen;atu yang telab 

mernbantu penulisan Proposal T APM (fugas Akhir Prognun Magister) ini. 

Penulis menyadari babwa T APM (fugas Akhir Prognun Magister) ini 

masih banyak kekurangan dan jaub dari sempurna, untuk itu segala saran dan 

kritik yang bemifat mernbangun bagi kesempumaan T APM (fugas Akbir 

Program Magister) ini sangat kami barapkan. 

Koba, Juli 2018 

Penulis 

X 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



' i . 
' 

l 
I . 

Nama 
NIM 
Program Studi 

Tempatffanggal Lahir 

Riwayat Pendidikan 

Riwayat Pekeljaan 

RIWAYAT lllDUP 

Tudi Iskandar 
500629715 
Magister Umu Administrasi 
Bidang Miuat Administrasi Publik 
Gunung Kidul, 16 November 1985 

I. Lui us SDN 01 Candirejo Setnin di Gunung 
Kidul pada tabun 1997 

2. Lulus SMPN 03 Setnin di Gunung Kidu1 
pada tabun 2000 

3. Lulus SMUN I Wonosari di Gunung Kidu1 
pada tabun 2003 

4. Lulus Dl Pengukuran dan Pemetaan 
Kadastn!l pada Seko1ab Tinggi Pertanaban 
Nasional di Yogyakarta tabun 2004 

5. Lulus D4 Manajemen Pertanahan pada 
Seko1ab Tinggi Pertanaban Nasional di 
Yogyakarta tabun 2013 

6. Lui us S I Huknm pada Universitas Widya 
Mataram di Yogyakarta tabun 2013 

I. Tabun2005 s/d 2009 sebagai Stafdi 
KANWIL BPN Prov. Kepulauan Bangka 
Belitung di Pangkalpinang 

2. Tabun 2009 s/d 2013 Togas Be1ajar pada 
Seko1ab Tinggi Pertanaban Nasional di 
Yogyakarta 

3. Tabun 2013 s/d 2014 sebagai Analis 
Permasalaban Pertanaban di KANWIL BPN 
Prov. Kepulauan Bangka Belitung di 
Pangkalpinang 

4. Tabun 2015 s/d 2016 sebagai Kepala Sub 
Seksi Peraliban, Pembebanan Hak & PPA T 
di Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka di 
Sungailiat 

5. Tabun 2016 s/d 2017 sebagai Kepala Sub 
Seksi Penatagunaan Tanab dan Kawasan 
Tertentu di Kantor Pertanaban Kabupaten 
Bangka Tengab di Koba 

6. Tabun 2017 s/d Sekarang sebagai Kepala 
Sub Seksi Penetapan Hak dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kantor Pertanaban Kabupaten 
Bangka Tengab di Koba 

Vll 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



j_ 
t 

Alamat 

Telepon 

Jln. Gandaria I Perumahan Taman Gandaria 
Indah Blok A No. 8 Kelurahao Air Kepala 
Tujuh Kecarnatao Gerunggang Kola 
Paogkalplnang 

085200702017 

Pangkalplnang, Juli 2018 

Tudi Iskandar 
NIM.500629715 

Vlll 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFfARISI 

HALAMAN JUDUL.................................................................................. I 

ABSTRAK................................................................................................. ii 

LEMBAR PERNYATAAN....................................................................... IV 

LEMBAR PERSETIJJUAN....................................................................... v 

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................... v1 

RIWAYATHIDUP.................................................................................... vii 

KATA PENGANTAR................................................................................ tx 

DAFTAR 181.............................................................................................. XI 

DAFTAR TABEL...................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR................................................................................. XIV 

DAFTARLAMPIRAN........................................................... XV 

BAB I PENDAHULUAN........................................................ I 

A. Latar Belakang Masalah.......................................... ... I 

B. Perumusan Masalah................................................ .. 7 

C. Tujuan Penelitian................................................... .. 8 

D. Kegunaan Penelitian...... ... .. .. .. ... ... ... ....... .. ... .. . .. .. . ...... 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................ 10 

A. Kajian Teori.............................................................................. 10 

I. PasarTanah........................................................................ 10 

2. Land Rent........................................................................... 12 

3. Kurva Laffer....................................................................... 16 

4. Efektivitas........................................................................... 18 
5. Koordinasi.......................................................................... 23 

6. Konsep Pengelolaan........................................................... 36 

7. Collaborative Governance................................................. 37 

B. Penelitian Terdahulu.................................................. 41 

C. KerangkaBerpikir.................................................... 51 

D. Operasionalisasi Variahel............................................ 54 

XI 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BAB III METODE PENELITIAN... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .............. 55 

A. Desain Penelitian.... .. ... ... ... ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ... 55 

B. Lokasi Pene1itian...................................................................... 56 

C. Sumber Informasi..................................................................... 56 

D. Pemi1ihan Informan.................................................................. 58 

E. Instrumen Penelitian................................................................. 60 

F. Prosedur Pengumpulan Data.................................................... 60 

G: Metode Analisis Data............................................................... 62 

BAB N HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... .. . .... ........... 64 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengab..... .. ..... ......... 64 

B. Kependudukan........................................................................... 66 

C. Pertanahan.................................................................................. 68 

D. Perpajakan.................................................................................. 88 

E. Koordinasi Dalam Pengadaan Peta Zona Ni1ai Tanah Tnnggal 

Untuk Kepentingan Fiskal di Kabupaten Bangka Tengab........ 90 

F. Faktor-Faktor Pendukung Koordinasi Dalam Pengadaan Peta 

Zona Ni1ai Tanah Tunggal Untuk Kepentingan Fiakal di 

Kabupaten Bangka Tengah........................................................ 110 

G. Faktor-Faktor Pengbambat Koordinasi Dalam Pengadaan Peta 

Zona Nilai Tanah Tnnggal Untuk Kepentingan Fiskal di 

Kabupaten Bangka Tengab........................................................ 121 

BAB V PENUTIJP.... .. . .. . . . . .................................................................... 136 

A. Kesimpulan........................................................................... 136 

B. Saran.......................................................................................... 138 

DAFTARPUSTAKA............................................................. 140 

LA.MPIRAN 

Xll 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFfAR TABEL 

Tabel l. Kehilangan Penerimaan Negara Dalam I Tahun di Kecamatan 

Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah................................ 5 

Tahel2. Kebaruan (Novelty)......................................................... 47 

Tabel3. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km') dan 

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Krn') Tahun 2015............................ 68 

Tabel4. Realisasi Penerimaan PNBP Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bangka Tengah Tahun 2014 s/d 2016.......................................... 69 

Xlll 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFfAR GAMBAR 

Gambar I. Kurva bentuk harga dan luas tanab....... .. .. ..... .. . . . . . . ..... 12 

Garnbar 2. Perbedaan land rent dari tiga luas laban yang berbeda 

kualitas, lokasi dan jarak dari pusat pelayanan............... 13 

Gambar 3. Hubllllgan sewa tanab dengan aksesibilitas menurut Berry 

dan Harton (1970)......... ... . .. . . .. .. . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 

Garnhar 4. Kurva Laffer....................................................... 17 

Gambar 5. Bagan Kerangka Pemikirnn.............. .... .. .. .. .. .... .. .. ... 53 

XIV 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFfAR LAMPIRAN 

Lampiran I. Pedoman Wawancara............................................... 145 

Lampiran 2. Transkrip Wawancara........................................................... 147 

Lampiran 3. Tabe1 Data Ni1ai Tanah Menurut Peta ZNT BPN, Harga 

Transaksi dan NJOP Di Kecamatan Pangkalan Baru Tahun 

2016....................................................................................... 159 

Lampiran 4. Tabel Data BPHTB Menurut Peta ZNT BPN dan Harga 

Transaksi Di Kecamatan Pangkalan Baru 2016.................... 160 

Lampiran 5. Tabel Data PBB Menurut Peta ZNT BPN dan NJOP Di 

Kecamatan Pangkalan Baru 2016......................................... 161 

Lampiran 6. Tabe1 Data PNBP Menurut Peta ZNT BPN dan NJOP Di 

Kecamatan Pangkalan Baru 2016......................................... 162 

Lampiran 7. Peijanjian Keijasama Antara Pemerintah Kabupaten 

Bangka Tengah dangan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bangka Tengah...................................................................... 163 

XV 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



i I. 
'. 

BABIV 

BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah 

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk pada 1anggal 25 Februari 2003 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 ten1ang Pembentukao 

Kabupaten Bangka Sela1an, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 25, Tambaba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268). 

Wilayah administratif Kabupaten Bangka Tengah sejak awal pembentukao 

terdiri dari 4 Kecamatan, I Kelurahan, 39 Desa, dan 74 Dusun. Kemudian 

tahun 2006 dibentuk 2 Kecarna1an barn, 16 Desa dan 6 Kelurahan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 

Tahun 2006 tentang Pembentukao Kecama1an Namang dan Kecama1an 

Lubuk Besar, dan Peratunm Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 

Tahun 2006 ten1ang Pembentukao 16 Desa dan 6 Kelurahan di Kabupaten 

Bangka Tengab (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahnn 

2006 Nomor 26). 

Undang-undang Nomor 32 Tahnn 2004 Pasal 25 menyatakan bahwa 

salah satu tugas dan wewenang Kepala Daerah adalah memimpin 

penyelenggaraan pemerintah daerab berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersarna DPRD. Dalarn pelaksanaan pembangunan Kabupaten 

64 
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Bangka Tengah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selalu berupaya 

melaksanakan koordinasi bersama dengan masyarakat dan DPRD dalam 

penetapan kebijakan. Hasil akhir yang hendak dicapai dari 

penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatnya ke~ahteraan rakyat. 

Seiring dengan tujuan tersebut Bupati selaku Kepala Daetah juga 

berkoordinasi dengan berbagai pihak diantaranya, instansi vertikal, pihak 

swasta dan pemetintah daetah lain yang berbatasan dengan Kahupaten 

Bangka Tengah (Kahupaten Bangka Selatan, Kahupaten Bangka dan Kota 

Paogkalpinang), Pemetintah Provinsi, dan Pemetintah Pusat serta 

masyarakat, baik dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan) dan lainnya. 

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah mentilik:i luas wilayah ± 

228.268,40 Ha dan dikelilingi oleh 12 pulau-pulau kecil dengan panjang 

garis pantai ± 195 Km. Kahupateo Bangka Tengah terletak aotara 105°75' 

BT-106°80' BT dan 2°20'LS-2°80'LS, dengao ibukota Koba yang 

beJjarak 58 Km dari ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas 

Wilayah Kabupaten Baogka Tengah adalah sebagai berikut : 

.r Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka 

./" Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata dan Selat Gaspar 

./" Sebelah Utara berbatasan dengao Kota Pangkalpinaog dan Kabupaten 

Baogka 

./" Sebelah Selatan berbatasao dengan Kabupaten Bangka Selatan 
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B. Kependodukan 

Kependudukan memegang peranan penting dalam perkembangan 

suatu daerah. Pertumbuhan Penduduk yang semakin besar disatu sisi dapat 

menambah jumlab tenaga ketja, namun disisi lain akan mempengarubi 

meningkatnya kebutuban akan tanab terutama untuk pennukiman. Dengan 

meningkatnya kebutuban akan tanab menyebabkan meningkatnya nilai 

tanab, jumlab peraliban dan pembebanan bak atas tanab. 

Data basil registrasi penduduk Kabupaten Bangka Tengab pada 

tabun 2014 menunjukkan jumlab penduduk 167.659 jiwa. Dari data 

tersebut, jumlab penduduk laki-laki sebanyak 87.113 (51,96%) jiwa dan 

perempuan sebanyak 80.546 (48,04%) jiwa. Sehingga sex ratio penduduk 

Kabupaten Bangka Tengab menjadi 108 artinya apabila terdapat penduduk 

laki-laki sebanyak 108 jiwa maka penduduk perempuan jumlabnya 

sebanyak I 00 jiwa. Dari data jumlab penduduk dan luas wilayab akan 

dapat diketabui kepadatan penduduk suatu wilayab dengan satuan 

jiwalkm, sehingga tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bangka Tengab 

adalab 74 jiwa!Km'. 

Kabupaten Bangka Tengab mempunyai jumlab kelabiran pada tabun 

2013 adalab sebanyak 1.597 jiwa sedangkan angka kematian banya 520 

jiwa, sehingga pertambaban penduduk Kabupaten Bangka Tengab dari 

pertambaban peududuk abuni sekitar 1.077 jiwa. 

Sedangkan dari basil data registrasi penduduk Kabupaten Bangka 

Tengab Tabun 2015 menunjukkan jumlab penduduk 179.565 jiwa. Dari 
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data tersebut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 93.370 (52,00%) jiwa 

dan perempuan sebanyak 86.169 (48,00'/o) jiwa. Dari data jumlah 

penduduk dan luas wilayah akan dapat diketabui kepadatan pendnduk 

suatu wilayah dengan satuan jiwa/km, luas wilayah Kabupaten Bangka 

Tengah adalah 2.279,11 Km', sedangkan jumlah penduduknya adalah 

179.565 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bangka 

Tengah adalah 78,79 jiwa!Km'. 

Pertambahan penduduk dipengaruhi o1eh pertambahan penduduk 

alami yaitu lahir-mati dan perpindahan penduduk, sedangkan untuk 

Kabupaten Bangka Tengah jumlah ke1ahiran jumlah kelahiran adalah 

sebanyak 3.509 jiwa, sedangkan angka kematian banya 29 jiwa, sehingga 

pertambahan penduduk Kabupaten Bangka Tengah dari pertumbuhan 

penduduk alami 3.480 jiwa. 

Laju Pertumbuhan penduduk re1atif merata di setiap kecamatan 

dengan 1aju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Pangkalan 

Baru yang mencapai 4,99 persen. Tidak leljadi laju penurunan penduduk 

di semua kecamatan. 
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Tabel3. 

Jwnlab Penduduk menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km') dan Kepadatan 

Penduduk (Jiwa!Km') Taboo 2015 

Luas Wilayah 
Jumlah Kepadatan 

Kecamatan Penduduk Penduduk 
(Ha) 

(Jiwa) (Jiwa!Km') 
Koha 39.148,41 37.269 95,18 

Pangkalan Baru 10.959,19 40.399 368,75 

Sungai Selan 79.143,08 34.348 43,39 

Simpang Karis 22.928,05 24.489 106,73 

Namang 20.402,00 16.625 81,54 

Lubuk Besar 55.687,67 26.535 47,98 

Jwnlah 228.268,08 179.665 78,79 

. . .. 
Sumber . Dinas Kependudukan dan Pencatatan S1ptl Kabupaten Bangka 

Tengab Taboo 2015. 

Data basil registrasi penduduk Kabupaten Bangka Tengah 

menoojukkanjnntlab penduduk pada taboo 2015 adalab 179.665 jiwa yang 

tersebar di 6 (enam) kecarnatan. Kacarnatan Sungai Selan dan Lubuk 

Besar merupakan kecarnatan yang memi1iki kepadatan penduduk di bawab 

rata-rata kabupaten, yaitu berjum1ab 43 jiwa!Km' dan 47 jiwa!Km'. 

Sementara itu, Kecarnatan Pangkalan Baru merupakan daerah yang 

mempooyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 368 jiwa!Km'. 

C. Pertanahan 

Kantor Pertanahan kabupaten Bangka Tengab berada dihawab dan 

bertanggung jawab kepada Kantor Wilayab BPN Provinsi Kepulauan 
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Bangka Belitung. Organisasi dan tala kerja Kantor Pertanahan diatur 

dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 

2006 tentang Organisasi dan Tala kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan Kantor Perrtanahan. Pasal 30 peraturan tersebut menyatakan 

bahwa tugas Kantor Pertanahan adalah melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Badan Pertanahan Nasional di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan, dalam hal ini wilayah Kahupaten Bangka Tengah. 

Kantor Pertanahan Kahupaten Bangka Tengah menetapkan tarif 

untuk pelayanan pertanahan mengacu pada PP 13 Tahun 2010 tentang 

PNBP pada BPN yang mengatur besar tarif pelayanan per!Bnahan, 

sedangkan realisasi penerimaan PNBP 3 (tiga) tahun terakbir adalah 

sebagai berilrut : 

No 

I. 

2. 

3. 

Tabel4. Realisasi Penerimaan PNBP Kantor Pertanaban Kabupaten 

Bangka Tengah Tahun 2014 s/d 2016 

Tahun Realisasi Penetimaan PNBP (Rp) Keterangan 

2014 1.590.560.791 

2015 1.791.126.394 

2016 1.931.717.887 

Somber: Kantor Pertanahan Kahupaten Bangka Tengah Tahun 2017 

Dari label di alas Penerimaan PNBP pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun 

karena penerapan penggunaan nilai tanah ZNT sebagai dasar perbitungan 

PNBP yang sebelumnya memakai NJOP. Peta ZNT Kabupaten Bangka 

Tengah disahkan pada tanggal 5 Januari 2015 sebagai tindak lanjut dari 
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Sural Edaran Kepala BPN RI tangga! 28 Maret 2010 No. i36/S­

DIIIW2010 perihal lata cara penerapan untuk menentukan tarif sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif PNBP yang 

berlaku pada BPN-RI dan Surat Edaran Kepala BPN RI tangga! 04 Maret 

2011 No. 60/SD-III1112011 perihal pemanfaatan basil-basil survei 

penilaiao dan penetapao potensi tanah (nilai tanah) BPN-RI. Penerapao 

Peta ZNT setelah dilakukan sosialisasi Peta ZNT Kahupaten Bangka 

Tengah pada tanggal 01 Agustus 2016 di Kantor Pertaoahao Kahupaten 

Baogkal'engah. 

Peta ZNT berisikan nilai tanah wilayah Kahupaten Bangka Tengah, 

khususnya wilayah Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Koba. Peta 

ZNT tersebut terbagi menjadi zona-zona sejumlah sebagai berikut : 

I. Hasil identifikasi lapaogao ZNT Kecamatan Paogkalan Baru adalah 80 

zona dengao zona nilai terendah Rp. 8.000,- per m' dan ZONA NILAI 

tertinggi Rp. 3. 718.000,- per m2. 

2. Hasil identifikasi lapaogao ZNT kecamatan Koba adalah 74 zona 

dengan nilai terendah Rp. 2.000,- per m' dan tertinggi Rp. 1.132.000,­

perml. 

Penentuan zona berdaaarkan karakteristik wilayah dengao 

memperbatikao faktor-faktor antara lain penggunaan tanah, letak tanah 

dari jalao raya, dan letak tanah dari Central Business District (CBD). 

Setiap zona nilai tanah memiliki satu nilai tanah yang didapat dari 

perbitangan dengan metode pendekatan berbasis pasar, yaitu pendekatan 
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perbandingan harga pasar, pendekatan kalkulasi biaya, dan pendekatan 

pendapatan. Data lapangan yang digunakan adalab data tnmsaksi dalam 

wilayab zona nilai tanab tersebut dan jika tidak memungkinkan 

menggunakan data penawaran sampel bidang tanab. 

Salah satu tugas pokok dan fungsi BPN sesuai Peraturan Presiden RI 

Nomor 10 Tabun 2006 adalab menyususn Sistem lnformasi Manajemen 

Aset Pertanaban (SIMAST AN) yang diharapkan dapat memerankan 

multifungsi informasi nilai tanab bagi berbagai kepentingan dan bagi 

multipihak. Berkaitan dengan hal tersebut Kantor Pertanaban Kabupaten 

Bangka Tengab telab memiliki Peta ZNT kbususnya wilayab Kecamatan 

Pangkalan Baru dan Kecamatan Koba yang dimanfaatkan untuk 

pengbitungan PNBP sesuai dengan Perat.ll'liil Pemerintab Nomor 13 Tabun 

20 I 0 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka Tengab telab memanfaatakan 

Peta ZNT sebagai bagian dari layanan publik di bidang penilaian tanab dan 

informasi nilai tanab serta penghitungan tarif pelayanan pertanaban sesuai 

dengan amana! Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tabun 2010 mengenai 

Penerinuum Negara Bukan Pajak. Secara eksplisit dari Peraturan 

Pemerintab Nomor 13 Tabun 2010 disebutkan babwa PNBP yang berlaku 

pada BPN adalab penerimaan dari Kegiatan : 

a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, 

b. Pelayanan Pemetiksaan Tanab, 

c. Pelayanan Konsolidasi Tanab Secara Swadaya, 
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d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan, 

e. Pelayanan Pendaftaran T anah, 

f. Pelayanan Informasi Pertanahan, 

g. Pelayanan Lisensi, 

h. Pelayanan Pendidikan, 

i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap 

Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturnn 

Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. 

J. Pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerja sarna dengan 

pihak lain. 

Penerapan nilai tanah ZNT sebagai dasar pengenaan tarif pelayanan 

pertanahan d.i atur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2010 d.itentukan sebagai berikut : 

a. Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana 

d.imaksud dalarn Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran : 

l) Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; d.ihitung 

berdasarkan rumus T ~ (296. x Nilai Tanah) + Rp.IOO.OOO,OO 

2) Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; d.ihitung 

benlasarkan rumus T ~ (296. x Nilai Tanah) + Rp.l 00.000,00 

b. Tarif Pelayanan Pemelihanum Data Pendaftaran Tanah sebagaimana 

d.imaksud dalarn Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran 
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Pemindahan Peralihan Hak Alas Tanah untuk Perorangan dan Badan 

Hukum, dihitung berdasarl<an rumus T = (1%. x Nilai Tanah) + Rp. 

50.000,00. 

Berdasarl<an Pasal 16 tersebut nilai tanah merupakan data yang 

mutlak diperlukan dalam rangka menjalankan tugas pengenaan PNBP 

layanan pertanahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintab No. 13 tabun 

2010 dapat menjadi landasan sekaligus payung hukum yang cukup bagi 

BPN dalam menjalankan tugas pengenaan tarifPNBP. 

Pemaofuatao Peta ZNT sebeoaruya tidak banya sebagai dasar 

pengenaan PNBP tetapi dalam Kerangka Acuan Kerja Penilaian Tanah 

disebutkan babwa Peta ZNT diharapkan bennanfaat sebagai : 

a. lnformasi umum nilai pasar taoab. Peta ZNT digunakan sebagai 

bagian layanao publik di bidang penilaian tanah dan informasi nilai 

tanah sesuai deogan ketentuan Peraturan Pemerintab No. 13 Tabun 

2010 tentaog PNBP yang berlaku bagi BPN. 

b. Refereosi ni!ai untuk tukar menukar tanah dan properti, baik untuk 

kepentingan masyarakat, maupun kbususnya untuk kepentingan 

pengamanao aset negara. Dalam kegiatao tukar menukar tanah dan 

properti diperlukan acuan yang mencerminkan nilai pasar tanah 

sehingga terwujud keadilan dalam proses tukar menukar taoab dan 

properti. 

c. Referensi penghitungan tarif layanao pertanahan melalui PNBP. Peta 

ZNT dijadikan sebagai acuan dalam penentuan tarif pelayanao 
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pertanahan berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010 tentang PNBP yang 

berlaku bagi BPN, khususnya tarif pendaftaran nntuk perpanjangan 

dan pembaharuan hak, tarif pendaftaran peralihan hak (jual beli, 

hibah, tukar menukar, dan sebagainya), dan tarif pemberiao hak dalam 

rangka P3MB/Prk5 (Pasal 16 dan Pasal18 PP. No. 13 Tahun 2010). 

d. Referensi masyarakat dalam transaksi pertanahan dan properti. Nilai 

tanah/property Peta ZNT yang mencerminkan nilai pasar) sangat 

dibutuhkan masyarakat untuk kegiatao transaksi maupun investasi di 

bidang pertanahan. 

e. Jnformasi nilai aset pertaoahan yang transparan dan terkini dapat 

berlwntribusi langsnng kepada pasar tanah/property yang sebat dan 

manajemen asset pertanahan yang komprehensif. 

f. Informasi nilai dan pajak taoab yang lebih transparan dan adil (fair), 

yaitu sebagai pendapat kedua (second opinion) bagi NJOP PBB. 

Dengao berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak dan Retribusi daerah, dimana BPN dapat berkontribusi nyata 

dalam penyediaan informasi kepada daerab, karena pada umwnnya: 

(a) daerah belum bisa dan tidak mempunyai infrastruktur penilaain 

taoab yang se1ama ini dilaksanaakn oleh Di\ien Pajak Kementrian 

Keuangan, dan (b) BPN dapat mendorong daerah untuk menyediakao 

informasi nilai taoah yang transparan dan berdasarkan nilai pasar 

nyata (present mmket value) yang berlaku pada saat ini. 
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g. Referensi dalam penetapan nilai ganti-rugi bagi masyarnkat dan 

Tim/Lembaga Penilai Tanah (Perpres No. 36 Tahun 2005 juncto No. 

65 Tahun 2006). Nilai tanah/properti Peta ZNT yang mencenninkan 

nilai pasar juga sangat bermanfaat bagi Penilai Indepeoden guna 

memperoleh pernbanding alas nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah 

untuk kepeotingan urnurn yang akan mereka nilai. 

h. Piranti monitoring nilai dan pasar tanah atau properti. Pasar tanah di 

Indonesia tidak traosparan berdasarkan nilai administratif yang 

meogacu kepada NJOP. Ada tiga penyebab utama mengenai hal ini, 

yaitu: (a) para wajib pajak, yaitu penjual dan pembeli mengbiodari 

be ban pajak, (b) badan/lembaga pemeriksa publik membenarkan hal 

ioi, (c) tidak tersedianya data atau inforrnasi barga traosaksi atau nilai 

pasar. 

Berdasarkan uraian di atas Peta ZNT BPN tidak hanya dimanfaatkan 

untuk kepentiogao intern BPN tetapi juga dapat dimaofaatkan oleh 

masyarnkat serta instausi lain seperti Pemeriotah Daerah. 

Peta ZNT Kantor Pertanahan Kabupaten Baogka Tengah saat ioi 

belum dimaofaatkan oleh Pemeriotah Kabupateo Baogka Tengah 

walaupuo peta tersebut merupakan hasil keljasama yang telah dilakukan 

pada akhir 2014. DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah sebagai instausi 

yang bertanggungjawab dalam pemungutan BPHTB dan PBB masih 

menggunakan Peta Blok PBB meskipun DPPKAD Ielah mengakui bahwa 

Peta ZNT hasil keljasama tersebut lebih mutakhir. Hal ioi disebahkan 
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karena masih menunggu adanya payung hukum penggunaan Peta ZNT 

sehagai dasar pemungutan PBB dan BPHffi. 

I. Tanah, Hargadan Nilai Tanah 

Tanah adalah pennukaan bumi, sebagaimana dimaksud dalam 

kctentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di daratan maupun di bawah 

air, termasuk ruang di atas maupun di bawahnya, dalam batas-batas 

tertentu termasuk kekayaau alam yang terkandung di dalamnya, yang 

mempunyai batas-batas dan sistem-sistem tertentu, baik batas dan 

sistem al~ batas dan sistem administrasi, maupun batas dan sistem 

penguasaan, pemi1ikan, penggunaan, dan pemanfaatannya Dalam 

pengertian ini maka tanah termasuk baik tanah yang sudah ada sesuatu 

hak di atasnya, maupun yang belum dilekati oleh sesuatu hak menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (SOP! SPT, 2014:4). 

Harga adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah uang yang 

diminta, ditawarkan, atau dibayarkan untuk suatu barang atau jasa. 

Hubungannya dengan penilaian, barga merupakan fakta historis, baik 

yang diumumkan secara terbuka maupun dirabasiakan. Karena 

kemampuan finansial, motivasi, atau kepentingan khusus dari seorang 

penjual atau pembeli, barga yang dibayarkan atau suatu barang atau 

jasa dapat berhubungan atan tidak berhubungan dengan nilai barang 

atau jasa yang bersangkutan. Mesk:ipun demikian, barga biasanya 

merupakan indikasi atas nilai relatif dari barang atan jasa oleh pembeli 
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tertentu dan atau penjual tertentu dalam kondisi yang tertentu pula 

(SOP! SPT, 2014:5). 

Ni1a.i adalah konsep ekonomi yang merujuk kepada harga yang 

sangat mungkin disepakati o1eh pembeli dan penjual dari suatu barang 

atau jasa yang tersedia untuk dibe1i. Ni1a.i bukan merupakan fakta, 

tetapi 1ebih merupakan harga yang sangat mungkin dibayarkan untuk 

barang atau jasa pada waktu tertentu sesua.i dengan definisi tertentu 

dari nila.i (SPI, 2015:8). 

Nila.i tanah (land value) adalah ni1a.i ekonomi tanah alas bak 

kepemi1ikan tanah, ba.ik dalarn keadaan kosong, maupun betikut 

benda benda yang ada di atasnya atau me1ekat padanya (real property) 

(SPI, 2015:9). Nila.i pasar sesua.i SPI 2015 adalah estimasi sejumlah 

uang pada tanggal peni1a.ian yang dapat dipero1eh dari transaksi jual 

be1i atau penukaran suatu properti, antara pembeli yang bemiat 

membe1i dan penjual yang bemiat menjual, dalarn transaksi bebas 

ikatan, yang pemasarannya di1akukan secara 1ayak, dimana kedua 

be1ah pihak masing masing bertindak atas dasar pemabaman yang 

dimi1ikinya, kebati-batian, dan taupa paksaan. 

2. Tinjauan Umwn tentang Harga Tanah 

Darmawan, DA dan Indriyati (dalam Dwijayanti, 2013:12), 

menyatakan bahwa ada empat harga tanah dalarn praktek sebati-bati 

ya.itu (a) harga pasar, (b) harga NJOP, (c) harga PPAT dan (d) 

harga dasar tanah. Berdasarkan perkembangannya, saat ini ada 3 barga 
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tanah yaitu barga NJOP, harga transaksi dan barga dalam Peta ZNT 

BPN yang ketiganya mencerminkan nilai pasar tanah. Karakteristik 

dari ketiga nilai akan dijelaakan sebagai berikut. 

a. Harga Tanah pada Peta ZNT BPN 

Berdasarkan modul SOP! SPT (2014:14), Peta ZNT adalah 

peta yang memuat zona nilai tanah yang merupakan poligon yang 

menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari seknmpulan 

bidang tanah didalamnya, yang batasannya bersifat imajiner 

atanpun nyata sesnai dengan penggunaan tanah dan mempunyai 

perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan 

analisis perbandingan barga pasar dan biaya. 

Selanjutnya nilai tanah menurut ZNT BPN adalah nilai tanah 

sebagaimana dimaksud dalam nilai dalam SPI 2015, dalam keadaan 

"kosong", tidak termasuk nilai benda-benda yang melekat padanya 

(SOP! SPT 2014:11). Ni1ai tanah menurut ZNT BPN barus 

menggambarkan nilai pasar, sebingga penilaian diutamakan dengan 

berhasis nilai pasar. Pada obyek tanah yang tidak tersedia data 

pembandingnya bisa dilakukan penilaian bebasis nilai non pasar. 

Sutaryono (2012:4) menyebutkan bahwa sa1ah satu 

permasslahan yang timbul akibat dari nilai tanah yang berbasiskan 

zona adalah perbedaan nilai bidang-bidang tanah pada satu area 

ZNT tidak ada meakipun lokasi dan aksesibilitasnya berbeda. 
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Pemanfaatan peta ZNT BPN di lingkungan BPN didasarkan 

pada Swat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

1/SE-100/I/2013 tentang pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara 

Bukan Pajak, sebagaimana telab diubab dengan Peraturan 

Pemerintab Nomor 128 Tabun 2015 tentang Biaya dan Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Sural Edaran Kepala Badan 

Pertanaban Nasional Nomor 2/SE-100/I/2015 tentang Evaluasi 

Pelayanan Pemetaan Tematik Dan Nilai Tanab Berdasarkan 

Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tabun 2010. 

b. Harga Transaksi dalam Akta Jual Beli PPAT 

Pasal 37 Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tabun 1997 

tentang Pendaftaran Tanab menyatakan babwa peralilum hak salab 

satunya melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk, isi 

dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur dalarn Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tabun 2012 tentang 

Perubaban atas Peraturan Kepala Badan Pertanaban Nasional 

Nomor 3 Tabun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintab Nomor 24 Tabun 1997 Tentang Pendaftaran Tanab. 

Salah satu dari isi akta ini memuat tentang harga transaksi. 

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanaban Nasional Nomor 

23 Tabun 2009 tentang Perubaban Atas Peraturan Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemeriotah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan P<tiabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan 

bahwa pengisian blaoko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT 

harus dilakukan sesuai deogao kejadian, status dan data yang benar 

serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang­

undangan Berdasarkan keterangao di alas, maka dapat dinyatakao 

bahwa barga tanah yang tertuang dalam AJB PPAT merupakan 

barga pasar tanah yang dapat dijadikan dasar penarikan pajak. 

Akao tetapi, pada prakteknya dalam AJB PPAT, barga tanah 

sebagai nilai transaksi peralihan bak lebib kecil dari nilai transaksi 

riil. Hal ini dilakukan untuk mengunmgi jumlah kewajiban 

pembayaran pajak BPHrB dan PPH. Biasanya nilai transaksi yang 

dimuat dalam AJB adalah nilai dari NJOP dibulatkan keatas, 

sehingga pajak-pajak yaog harus dibayar adalah berdasarkao NJOP 

yang dibulatkan keatas. Tujuan dilakukanunya peogecilan nilai 

transaksi dalam AJB adalah untuk mengecilkan jumlab pajak-pajak 

yang harus dibayar (Putra, 2010:ix). Sehingga barga transaksi tanah 

pada AJB PPAT cenderuog tidak menunjukkan barga pasar atau 

bias. 

Pemanfaatan barga transaksi dalam AJB PPAT ini digunakan 

sebagai dasar pengenaan BPHTB sebagaimana ketentuao dalam 

pasal 87 UU No. 28/2009 yang menyatakao bahwa dasar 
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; . 

pengenaan BPHTB adalah NPOP. NPOP yang dimaksud adalah 

harga transaksi dan atau nilai pasar. 

c. Harga NJOP yang tertuang dalam SPPT-PBB 

Berdasarkan ketentuan Pasal I Ayat (40) UU No. 2812009 

dinyatakan bahwa NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang teljadi secara wajar dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentnkan melalui perbandingan 

harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, 

atau NJOP pengganti. Penentuan NJOP tersebut umumnya 

dilakukan secara masal dengan menentnkan beberapa zona 

penilaian yang mengindikasikan nilai rata-rata yang sama bagi 

properti yang berbeda pada zona yang sama. Sistem zonasi yang 

digunakan oleh PBB adalah pertimbangan faktor penggunaan tanah 

dan aksesibilitas dengan zonasi lebih detil/lebih sempit dan 

mengarah pada satuan bidang tanah (Sudirman, dkk, 2012:8) 

Pemanfaatan NJOP ini didasarkan pada UU No. 2812009 dan 

ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 79 UU 

No. 28/2009 dinyatakan bahwa dasar pengenaan PBB adalah 

NJOP. Selain itu, berdasarkan Pasal 87 UU No. 28/2009 tersebut 

dinyatakan bahwa NJOP sebagai dasar pengenaan BPHTB apabila 

nilai NPOP kurang dari nilai NJOP. 
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' I ~ ,. 
3. Perbedaan Nilai Tanah Menurut Peta ZNT BPN, Harga Tnmsaksi dan 

NJOP 

Penelitian lka (2000:ix) menyimpulkan bahwa di daerah 

perkotaan barga umum lebih tinggi dibandingkan NJOP sedangkan 

pedesaan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan 

tersebut adalah penggunaan tanah, aksesibilitas, sarana dan prasarana. 

Penelitian Nurcahya (2003 :viii) menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai tanah dalam hal ini adalah 

barga transaksi dan NJOP di Desa Bendungan Kecarnatan Wales, 

Kabupaten Kulonprogo. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai tanah dan NJOP ler.lebut berbeda. Faktor yang 

mempengaruhi nilai tanah adalah Iebar jalan depan, kondisi jalan 

depan, jarak ke jalan utama, jarak ke CBD, dan bentuk tanah 

sedangkan faktor yang mempengaruhi NJOP yaitu jarak CBD dan 

kondisi jalan depan. 

Penelitian Rahmad (2012:vii) menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan antara peta ZNT PBB dengan Peta ZNT BPN. Perbedaan 

NJOP dengan nilai tanah menurut ZNT BPN dikarenakan Peta ZNT 

BPN berbasis zona sedangkan NJOP berbasis persil serta kriteria 

klasifikasi dan pengarub pola penggunasn tanah. Penelitian 

Dwijayanti (2013:x) menyimpulkan bahwa di Sleman teljadi 

perbedaan nilai BPHTB dan PNBP dengan dasar perhitungan nilai 

dari Peta ZNT BPN, barga transaksi dalam AJB PPAT dan NJOP. 

82 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Sugiasih (2013:x) menyimpulkan bahwa perbedaan NJOP dan harga 

tanah pada wilayah yang terpengaruh urbanisasi dibandingkan dengan 

wilayah sedikit terpengaruh urbanisasi dan wilayah yang tidak 

terpengaruh urbanisasi di Kabupaten Bantu! adalab cukup besar. 

Mcskipun tcrdapat pcrbedaan yang besar antara nilai NJOP dan nilai 

barga tanah, pcrscntase NJOP tcrhadap harga tanah tidak banyak 

berbeda, berkisar antara 45o/o-60%. 

Sudirman dan Sutaryono (2012:4) dalam kajian akademik 

"Pemanfaatan ZNT sebagai Dasar Penentuan PBB dan BPHTB di 

Kabupaten Sleman" dalarn Dwijayanti (2013:ix) menyebutkan bahwa 

perbedaan nilai pada pcta ZNT dan NJOP disebabkan karena tcknis 

terkait pcta keija dan sistem zonasi. Perbedaan antara NJOP dan ZNT 

BPN tcrletak pada : 

a Peraturan Perundang-undangan 

Dasar pcmturan NJOP pada Peta ZNT PBB dengan pcmturan 

pcrundang-undangan yaitu tentang PBB yang kemudian 

dilimpabkan kewenangarmya kepada pcmerintah daerab menurut 

UU No. 28/2009 yang menyatakan bahwa NJOP digunakan sebagai 

dasar pcngenaan PBB. Nilai tanah pada NJOP merupakan produk 

yang kemudian menjadi acuan lintas dalam menetapkan 

kebijakarmya Misalnya, sistem pcngawasan BPHTB dimana barga 

transaksi yang dilaporkan sebagai dasar pcngenaan BPHTB 

dianggap wajar jika nilai transaksi di atas NJOP. Penetapan biaya 
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peralihan hak pada BPN juga masih mengacu pada NJOP 

sepanjang di lokasi obyek peralihan hak belum terdapat ZNT BPN. 

Peraturan perundangan yang mengatur penggunaan ZNT 

BPN yaitu peraturan pemerintab dimana lebih rendah daripada 

undang-undang yang mengatur NJOP PBB. Penerapan ZNT 

sebagai tindak lanjut dari PP No. 13/2010 tentang PNBP pada 

BPN banya sebatas Sural Edaran Direktur Survei Potensi Tanab 

Nomor 60/SD.IIIIIJ2011 tanggal4 Maret 2011 perihal Pemanfaatan 

Hasil-Hasil Survei, Penilaian dan Pemetaan Potensi Tanah. 

b. Tabapan Pembangunan 

Metode penilaian yang digunskan oleh PBB maupun BPN 

sama yaitu metode pendekatan herbasis pasar, perhedaan terletak 

pada: 

I) Peta Keija 

Peta keija yang digunskan oleh BPN menggunakan citra 

satelit dimana ketelitiannya tidak bisa ditoleransi untuk ZNT 

PBB. Peta keija ZNT PBB meoggunskan peta bidang-bidang 

tanab. 

2) Sistem Zonasi 

Sistem zonasi yang digunskan baik oleh BPN maupun 

PBB bampir sama dengan pertimbangan faktor penggunaan 

tanab dan aksesibilitas. Perhedaan teijadi karena zonasi PBB 

lebih detilllebih sempit dan meogarab pada satuan bidang tanah. 
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3) Basis Nilai Tanah 

Pada Peta ZNT PBB yang memuat NJOP, ni1ai tanah 

berbasis persil sedangkan Peta ZNT BPN berbasis zona. 

c. Penilaian 

Penilaian NJOP mempertimbangkan jumlah pajak sangat 

banyak dan menyebar di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah 

tenaga penilai dan waktn penilaian dilakukan yang tersedia sangat 

terbatas, maka penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu penilaian 

masal dan penilaian individu. 

Penilaian ZNT BPN merupakan penilaian yang berbasis pasar 

untuk menunjukkan nilai riil bidang tanah dalam suatu zona 

dimana sampel yang diambil merupakan nilai individual bidang 

tanah. Prosedur penilaiannya yaitu menggunakan penilaian berbasis 

pasar baik menggunakan perbandingan dats pasar, pendekatan 

kapitalisasi pendapatan, maupun pendekatan kalkulasi biaya. 

Perbitungan terhadap sampel dalam setiap zona nilai tanah yang 

Ielah ditetapkan sebelumnya. 

Namun, dalam SOP! SPT 2014 disebutkan bahwa NJOP saat 

ini tidak mencenninkan nilai nyata (sering dinyatakan sebagai 

"under valued'), sehingga : 

1. Tidak mencerminkan nilai sesunggubnya dari aset 

masyarakat. 
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n. Hanya merupakan ""administrative value'', cenderung menjadi 

"legalizing process" bagi penye1enggaraan pemerintahan, 

khususnya dalam penetapan ni1ai ganti kerugian tanab, pajak 

tanab (BPIITB serta PPh : Pajak Penghasi1an dati Pengalihan 

Hak Atas Tanah), uang pemasukan atas pemberian hak tanab, 

dan lain sebagainya. 

4. Penerimaan Negara dati Tanah 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Menurut UU No. 20/1997, PNBP merupakan se1oruh 

penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dati penerimaan 

perpajakan. Jenis PNBP yang berasal dati pe1ayanan pendaftaran 

tanab adalah sebagaimana disebutkan dalarn Pasal 16 dan Pasal 17 

PP No. 12812015 adalah sebagai berikut: 

1) Tarif Pe1ayanan Pendaftaran Tanah untnk Pertarna Kali berupa 

Pe1ayanan Pendaftaran berupa Keputusan Perpanjangan Hak 

Atas Tanah untnk Hak Guna Usaba, Hak Guna Bangunan, atau 

Hak Pakai Beljangka Waktu; dan Keputusan Pembaruan Hak 

Atas Tanah untnk Hak Guna Usaba, Hak Guna Bangunan, atau 

Hak Pakai Beljangka Waktu. Nilainya dihitung berdasarkan 

rumus: 

T ~ (2%. x Nilai Tanah) + RpiOO.OOO,OO .............................. (i) 

2) Tarif Pe1ayanan Pemelibaraan Data Pendaftaran Tanah berupa 

Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah 
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untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan 

rumus: 

T- (I %o x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00 ..... ., ..................... (ii) 

c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Pasal 41 UU No. 28/2009 menyeboakan bahwa BPHTB 

adalah pajak alas perolehan bak atas tanah dao/atau hangunan. 

Selanjutnya Pasal 86 ayat (I) UU No. 28/2009 meoyebutkan bahwa 

subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh bak alas tanah dao/atau hangunan. S•.dangkan dalam 

Pasal 87 UU No. 28/2009 ditegaskan bahwa dasar pengenaan 

BPHTB adalah NPOP. Besaroya NPOP ditetapkan berdasarkan 

harga transaksi dan nilai pasar. 

Perolehan bak atas tanah dao/atau bangunan meliputi a) 

pemiodalum bak karena I) jual beli; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) 

hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan 

hukum lain; 7) pemisahan bak yang mengakibatkan peralihan; 8) 

penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap; I 0) penggahungan usaha; 

II) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) badiah serta b) 

pemberian bak baru karena: I) kelanjutan pelepasan bak; atau 2) di 

luar pelepasan bak 
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d. Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Pasal 37 UU No. 2812009, pajak daerah dari tanah 

meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

D. Perpajakan 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah memberikan kewenangan pajak kepada daerah baik 

dalam penetapan, pemungutan, maupun peogolahan pajak. Jenis pajak 

yang dilimpahkao pemeriotah pusat kepada pemeriotah daerah salah 

satuoya yaitu BPHTB dan PBB. Pelimpahan wewenang ioi memberikan 

kesempatao bagi pemeriotah daerah uoutuk meningkarkan pendapatan 

daerah deogan swakelola BPHTB dan PBB. 

Peogelolaan BPHTB oleh pemeriotah daerah resmi dilaksanakan 

pada I Januari 20 II deogao syarat adaoya peraturan daerah yang mengatur 

BPHTB. Pemerintah tingkat II Kabupateo Bangka Teogah meoetapkao 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 teotang BPHTB sebagai dasar 

hukum pemungutan BPHTB. Pokok pengaturan meliputi besaran 

NPOTPK yaitu sebesar Rp. 60.000.000,-. Dasar peogeoaan BPHTB uotuk 

perolehan jual beli yaitu barga transaksi deogan pertimbangan jika NPOP 
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lebih rendah atau tidak diketahui menggunanakan NJOP. NJOP wilayah 

Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan oleh Dlljen Pajak yang dituangkan 

dalam Peta Zona Nilai Tanah PBB. NJOP menjadi acuan terhadap 

kewajaran besar BPHTB atau berfungsi sebagai pengawasan kewajaran 

BPHTB serta menjadi acuan dalam penghitungan PBB. 

Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 

didasarkan pada Peraturan Daerab Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Objek Pajak adalah bunti dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan uaaha 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dalam pemungutanya PBB 

didasarkan pada NJOP yang telah ditetapkan, sedangkan besar NJOPTKP 

ditetapkan sebesar Rp.IO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

wajib pajak. Untuk NJOP sampai dengan Rp.l.OOO.OOO.OOO,OO (satu 

milyar rupiah) sebesar 0,1 %(no! koma satu persen) sedangkan NJOP di 

atas Rp.l.OOO.OOO.OOO,OO (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 % (no! koma 

dua persen). 

Pengelolaan BPHTB dan PBB menjadi tugss dan fungsi DPPKAD 

Kabupaten Bangka Tengah sesual dengsn Peraturan Daerab Kabupaten 

Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. Pengelolaan BPHTB & PBB dilaksanakan sejak pelimpahan 

wewenang BPHTB dari Dirjen Pajak pada tanggal I Januari 20 II. 
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Penerimaan PBB dan BPHTB dari rabun 2014 s/d 2016 mengalami 

peningkatan, seperti yang ditunjukkan dari tahel berikut : 

Tabel4, Realisasi Penerimaan BPHTB & PBB di Kabupaten Bangka Tengab 
Tabun 2014-2016 

Tabun BPHTB PBB Keterangan 

2014 1,932,792,760 3.828.567,120 

2015 2305.256.459 4542,681240 

2016 4,819,699,688 5.731,478.490 

Sumber : Kantor Pertsnahan & DPPKAD Kab. Bangka Tengab 

E. Koordinasi dalam pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk 

kepentingan fJSkal di Kabupaten Bangka Tengab 

Koordinasi dalam pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk 

kepentingan fiskal di Kabupaten Bangka Tengab yang melibatkan Kantor 

Pertanaban dan DPPKAD dapat diketahui dengan melihat indikator 

koordinasi yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinas~ 

kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, lnsentif koordinasi dan 

feedback adalab sebagai berikut : 

I, Komunikasi Antara Kantor Pertanaban dan Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Aset Daerab Kabupaten Bangka Tengab, 

Dalam setiap koordinasi diperlukan model komunikasi yang 

efektif, baik dalam satu lingkup bidang kerja maupun antar bidang, 

serta antara individu-individu di dalamnya. Seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Jr. Mulana Arbani selaku Kepala Kantor Pertsnaban 
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Kabupaten Bangka Tengah dalam komunikasi antara Kantor 

Pertanahan dan Pemerintah Daerah dalam hal ini di wak:ili oleh Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) selaku 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam 

menentuk:an nilai tanah untuk kepentingan perpajak.an dimulai pada 

saat DPPKAD merasa nilai tanab yang terdapat dalam Peta Blok PBB 

sudab tidak relevan lagi. Hal inijuga disampaikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Bapak Riza, SE yang menyatakan babwa : 

"Komunikasi dengan BPN berawal dari nilai tanah yang terdapat 
dalarn NJOP yang k.ita punyai tidak pemah di revisi dari awal 
pemberian Kantor Pajak Pratama Bangka sehingga tidak up date dan 
kita tabu BPN punya tugas dalam penilaian tanab, kita berfikir ada 
peluang untuk kerjasama" 

Sedangkan berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Seksi 

Infrastruktur Pertanaban Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka 

Tengab Bapak Barnbang Yuniarto, ST., M.App. Sc mengatakan 

bahawa: 

"Komunikasi dengan PEMDA berawal dari belum pernab 
dilak.sanak.annya pemetaan zona nilai tanah sedangkan sesuai dengan 
PP. 13 Tabun 2010 mengenai PNBP yang berlaku di BPN harus 
segera dilaksanakan tetapi anggaran di Kantor Pertanahan belum ada, 
Anggaran tersebut berada di Kanwil BPN Prnvinsi. BPN merasa ada 
peluang kerjasama mengenai hal ini" 

Pengadaan Peta ZNT BPN Kabupaten Bangka Tengab dibiayai 

oleh Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN, dimana 

pelaksana pengadaan peta tersebut adalab Kantor Wilayab Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan 

keterbatasan anggaran tersebut BPN hanya mampu menghasilkan Peta 
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ZNT berbasis bentang laban, sehingga infonnasi nilai tanah yang 

dihasilkan menjadi kunmg rinci. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bangka Tengah menyadari akan kekurangan dari Peta ZNT yang 

dimiliki, namun terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam 

pengadaan Peta ZNT yang berbasis bidang. 

Apabila ada keljasama dengan pihak lain, baik Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bangka Tengab maopun Kantor Wilayab 

Badon Pertanaban Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

merasa mampu dari segi SDM dalam pengadaan Peta ZNT berbasis 

bidang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi 

Infrastruktur Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 

Tengah telah mengirimkan stafuya untuk mengikuti diklat penilaian 

tanah dan bangunan. Hal tersebut semakin menambab keyakinan 

pihak Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka Tengab mampu untuk 

melaksanakan keljasama pengadaan Peta ZNT berbasis bidang, 

sehingga akan dihasilkan Peta ZNT Tunggal yang dapat dimanfaatkan 

oleh berbagai pihak. 

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Bapak Jr. Mulana Arbani pada 

tahun 2014 telah ada wacana mengenai kerjasama antara Kantor 

Pertanaban Kabupaten Bangka Tengah dan DPPKAD Kabupaten 

Bangka Tengah untuk pengadaan Peta ZNT berbasis bidang. Pada 

waktu itu telah berlangsung keljasama pembuatan Peta ZNT berbasis 
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bentang laban. Pengadaan Peta ZNT tersebut bertujuan untuk 

menciptakan sumber informasi mengenai nilai tanah tunggal, sebingga 

dapat menjadi referensi nilai tanah untuk keperluan berbagai pihak. 

Ke!jasama tersebut telab terealisasi pada tabun 2015 mes.kipun hanya 

2 Wilayab Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Baru dan 

Kecamatan Koba Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang 

Pendapatan DPPKAD Bapak Riza, SE Kabupaten Bangka Tengab, 

ketjasama tersebut telab terealisasi akan tetapi sempat ada keraguan 

dalam penerapannya, keraguan tersebut berasal dari Pemerintab 

Kabupaten Bangka Tengab terkait kekbawatiran self assesment dari 

pembayaran BPHTB akan terlanggar dan adanya protes dari 

masyarakat apabila PBB yang meningkat karena perubaban NJOP. 

Keberbasilan komunikasi yang dilaknkan oleh Kantor 

Pertanahan dan Pernerintab Daerab tidak terlepas dari penm Kepala 

Kantor Pertanahan terutama dengan Bupati Bangka Tengab yang yang 

awalnya banya komunikasi yang bersifat informal antara kedua 

pimpinan, yang selanjutnya karena kejelasan isi dalam komunikasi 

tersebut ditindak lanjuti dengan berbagai perternuan secara formal 

dalam bentuk rapat koordinasi dalam pembabasan pengadaan Peta 

ZNT Tunggal. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Scot 

M. Cultip dan Allen H. Center (dalam !.G. Wursanto, 1987:68-70), 

babwa salab satu faktor yang menyebabkan komunikasi yang efektif 

salab satunya adalab clarity (kejelasan), Credibility (kepercayaan), 
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Context (perhubungan pertalian), Content (kepuasan) Capability and 

Consistency (kesinambungan dan konsistensi), Capability of Audience 

(kemampuan pihak penerima berita) dan Channels of distribution 

(saluran pengiriman berita). 

Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan 

DPPK.AD dalam pengadaan Peta ZNT Tunggal untuk kepentingan 

fiskal di Kabupaten Bangka Tengah adalah mengenai bagaimana 

pekerjaan, dasar pemikiran dan praktilc tekois sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing instansi. Proses komunikasi 

bersumber dari Kantor Pertanaban dan DPPK.AD yang mengelola Peta 

ZNT Tunggal menggunakan komunikasi baik formal maupun 

informal. Komunikasi secara formal masih tergolong hierarkis, 

membutuhkan proses panjang secara formal dan memakan waktu 

cukup lama sehingga tidak efisien. Dalam komunikasi yang dilakukan 

belum memanfaatkan tekoologi informasi dan komunikasi, Kantor 

Pertanahan dan DPPK.AD masih menggunakan surat menynrat untuk 

melaksanakan rapat koordinasi. Akan tetapi komunikasi awal sndah di 

bangun oleh pimpinan tertinggi yaitn antara Kepala Kantor Pertanahan 

dengan Bupati Bangka Tengah yang kemudian memetintahkan Kepala 

DPPK.AD untuk dapat menindaklanjuti secara formal. 

94 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



; . 

2. Kesadaran pentingnya koordinasi dalam pengadaaan Peta ZNT 

Tunggal untuk kepentingan Iiska! di Kabupaten Bangka Tengah. 

Dalam pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB, DPPKAD 

Kabupaten Bangka Tengah menggunakan Peta Blok PBB yang 

diperoleh melalui hibah dari DiDen Pajak dimana informasi nilai tanah 

yang ada jauh dibawah barga pasar. Hal tersebut membuat DPPKAD 

Kabupaten Bangka Tengah memiliki kesulitan dalam pelaksanaan 

pemungutan PBB dan BPHTB. Dalam pemungutan BPHTB, 

DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah tidak mentiliki acuan nilai tanah 

yang mutakhir, sehingga sering terjadi kecuraogan yang dilakukan 

oleh subyek pajak dengan mencantumkan barga tanah jauh dibawah 

barga transaksi sebenamya. Pada awal pengelolaan BPHTB, untuk 

mengatasi hal tersebut DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah 

melaksanakan cek lapangan, namun basil pengecekan tersebut tidak 

diadntinistrasikan dengan baik serta tidak dijadikan sebagai bahan 

pemutakhiran Peta Blok PBB. 

Kendala dalam pengelolaan PBB dan BPHTB oleh DPPKAD 

Kabupaten Bangka Tengah tidak hanya bersumber dari data nilai 

tanah yang tidak mutakhir, tetapi juga karena kuraoguya SDM yang 

dintiliki, sedangkan pelimpahan wewenang pajak pusat yang barus 

ditangani tidak hanya PBB dan BPHTB tetapi masih ada 9 jenis pajak 

lain yang harus dikelola. 
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DPPKAD Kabupaten Bangka T engab menyadari pentingnya 

infonnasi nilai tanah yang mencenninkan nilai pasar baik. sebagai 

acuan dalam pemungntan BPHTB maupun PBB. Oleh karena itu 

meskipun ada kekhawatiran dan keraguan dari DPPKAD Kabupaten 

Bangka Tengah untuk menggunakan Peta ZNT Kantor Pertanahan 

Kahupaten Bangka Tengah tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 

melaksanakan keljasama dalam pengadaan Peta ZNT berbasis bidang-

bidang tanah mengingat terbatasnya kemampuan SDM yang dimiliki 

DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah. 

Kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam rangka pengadaan 

Peta ZNT Tunggal ini disampaikan oleh Kepala DPPKAD Cherlini, 

ST, M.Si. yang rnengatakan hahwa : 

"Selmuh pejabat terkait sangat sadar bahwa koordinasi mengenai ZNT 
ini sangat penting dan mendesak hal ini bisa dibuktikan hanya dengan 
rapat 4 kali saja kerjasama ini dapat terwuju~ hal ini tentu didasarkan 
pada pentingnya percepatan pernberian pelayanan masyarakat 
dibidang pertanahan dan potensi peningkatan PAD dalam sektor 
BPIITB ". 

Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan 

koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya 

koordinasi. Menurut Kartono (dalam Herbani Pasolong, 2007:111), 

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mernberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk 

melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah 

dicanangkan. Peran pemimpin di dalam koordinasi sangat penting 

guna membantu terwujudnya kesadaran tersebut. Menurut Kouzes dan 
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Posner (dalam Herbani Pasolong, 2013:14), mengadokon riset yang 

dilakukan terhadap ribuan eksekutif swasta dan pemerintah 

(pemimpin birokrasi) yang menunjukkan bahwa para pengikut 

mengbarapkan pemimpio yang mempunyai salah satu karakteristik 

kompeten (competent), yaitu kemampuan seseomng pemimpin 

melakukan suatu hal, karena adanya level motivasional yang 

terkandung keinginan atau kemauan dan kemampuao seseomng untuk 

meodemonstrasikan kinerja efektif. Pengetahuan SDM juga 

diperlukan dalam melaksanakan koordinasi kateoa koordinasi 

dibutubkan SDM yang memiliki kemampuan baik dalam bal tekuis di 

lapangao maupun dalam menjalin komunikasi yang baik deogao orang 

lain. Atas dasat itu dapat dioyatakan bahwa kiraoya azas koordinasi 

hatus ada keselarasao aktivitas aotarn bagiao orgaoisasi serta 

keselarasao tugas antarn pegawai dalam usaha peocapaian efektivitas 

kerja. 

Kesadamn penringoya koordioasi dapat dilibat dari pelaksanaan 

koordinasi yang sudah berjalao sesuai dengao tugas pokok dan 

fuogsinya masing-masing dalam pengadaan Peta ZNT Tunggal untuk 

kepentingao fiskal. Pelaksanaao dilakukan secara formal dan informal. 

Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala DPPKAD sudah memberikan 

pengarahao dan mengbimbau uotuk selalu melaksaoakan koordinasi 

lintas instaosi tidak haoya dalam dalam pengadaan Peta ZNT Tuoggal 

untuk kepentingao fiakal tetapi kegiatao lain yang sifatoya melibatkan 
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instansi lain. Pengetahuan SDM mengenai koordinasi sudah sesnai 

dengan kapasitasnya masing-masing sesnai ahli teknis di setiap 

bidangnya dengan begitu mereka dapat melaksanakan koordinasi 

tanpa paksaan karena sudab mengetabui akan pentingnya koordinasi. 

3. Kompetensi Partisipan Dalam Pengadaan Peta Zona Nilai Tanab 

Tunggal di Kabupaten Bangka Tengab 

Suatu prognun kegiatan yang didalamnya memerlukan 

koordinasi tidak akan berhasil tanpa adonya dukungan dari sumber 

daya manusia yang cukup knalitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber 

daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan 

kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitao dengan 

jumlab sumber daya manusia apakab sudah cukup untuk melingknpi 

seluruh kelompok sasarao. 

Pembuatan Peta Zona Nilai Tanab (Peta ZNI) merupakan tugas 

pokok dan fungsi dari Direlctorat Survei dan Potensi Tanab dalam 

sesnai mandat Peraturan Presiden No. 10 Tabun 2006 tentaog Badon 

Pertanahan Nasional. Oleh karena pihak yang paling terlibat dalam 

pengadaan Peta ZNT adalab Badon Pertanahan Nasional. 

Dalam pralcteknya, pelaksanaan tugas dan fungsi pembuatan 

Peta ZNT tersebut dapat dilakukan oleh BPN maupun oleh pihak-

pihak lain yang ditunjuk oleh BPN menurut ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan Kerangka Acuan Ketja (KAK) Kajian Kebijakan 

Penilaian Tanab Survei Potensi Tanab BPN, dijelaskan babwa dalam 
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menjalankan tupoksi penilaian tanah guna pembuatan Peta ZNT itu 

dibagi ke dalam dua tabapan, yaitu (a) pengumpulan data sampai 

dengan verifikasinya dilaknksn oleh petugas oleh Kantor Pertanahan 

setempat, sedangkan (b) dalam proses pengolahannya sampai dengan 

dihasilkannya Peta ZNT diteruskan oleh Kanwil BPN Provinsi 

setempat, serta (c) pengesahan sampai dengan pemanfaatannya 

dilakukan kembali oleh Kantor Pertanahan tersebut. 

Pengadaan Peta ZNT di Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka 

Tengab pembagian tersebut sudab tergambarkan karena pengumpulan 

data sampai dengan veriftkasinya dilaknksn oleh petugas oleh Kantor 

Pertanahan dengan dibantu oleh petugas dari Kantor Wilayab. Dalam 

kegiatan ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengab telab 

dilibatkan dalarn proses pengecekan kelogisan dari distribusi zona-

zona nilai tanah yang telab tertuang dalam drnft Peta ZNT tersebut. 

Oleh karena itu, keterlibatan para pegawai Kantor Pertanaban 

Kabupaten Bangka Tengab dalam pembuatan Peta ZNT sudab sesuai 

dengan petunjuk dalarn KAK. Sebagai akibat dari kenyataan itu, tentu 

nilai-nilai tanah yang tersajikan dalam masing-masing zona dalarn 

Peta ZNT menggarnbarkan nilai-nilai yang seharusnya ada. Hal ini 

merupakan komentar dari Kopala Seksi Infrastruktur Kantor 

Pertanaban Bangka Tengah. 

Pendanaan pembuatan Peta ZNT yang selarna ini umumnya 

berasal dari DIPA BPN, namun apakah DIPA itu melalui DIP A BPN 
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Pusat, Kanwil BPN Provinsi, atau DIPA Kantor Pertanahan?. 

Berdasarkan basil penelitian, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 

Tengah diperoleh inforrnasi bahwa DIPA kegiatan pembuatan Peta 

ZNT atau DIP A revisi Peta ZNT umumnya ada di BPN Pusat atau di 

Kanwil BPN Provinsi. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika Kantor 

Pertanahan hanya dapat menunggu perbaikan Peta ZNT itu ketika ada 

complain dari masyarakat maupun PPAT. 

Hal di atas sesuai dengan basil wawancara dengan Kepala Seksi 

lnfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 

Tengah yaitu Bapak Bambang Yuniarto, ST., M.App.Sc yang 

mengatakan bahwa : 

"Dalam rangka sinergi pelaksanaan Penyusunan ZNT di Kabupaten 
Bangka Tengah, Pemerintah Daerah Bangka Tengah bersama Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan kerja sama 
dengan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Penyusunan ZNT di 
wilayah Kecamatan Koba dan Kecamatan Pangkahm Baru seluas ± 
20.000 Ha skala peta 1:10.000 melalui Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014. Kegiatan tersebut diharapkan 
akan diperoleh informasi nilai tanah yang disajikan dalam bentuk Peta 
ZNT skala I: 10.000." 

Berdasarkan hasil penelitian, pengadaan Peta ZNT di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah ditemukan hal khusus. Apa 

kekhususan itu, yaitu oleh kelihaian Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bangka Tengah terdahulu yaitu Bapak Asnaedi Aptnh., 

MH. yang menjabat sampai dengan akhir tahun 2016 dalam 

meyakinkan manfaat yang menguntungkan bagi Pernerintah 

Kabupaten Bangka Tengah jika Peta ZNT ini segera diadakan dengan 

100 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



kualitas dan tingkat kerincian yang baik. Manfaat bagi Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tengah yang dimalcsudkan disini adalah kaitan 

antara Peta ZNT yang seharusnya menyajikan infonnasi nilai tanah 

berdasarkan harga pasar dengan telah dilimpahkannya tugas 

pengelolaan PBB dan BPHTB berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 

tentang Retribusi dan Pajak Daerah yang mendasarkan pengenaannya 

berdasarkan nilai tanah 

Promosi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 

Tengah ini disambut positif oleh Bupati Bangka Tengah yang pada 

saat ini mengemban tugas mengelola retribusi dan pajak daerah 

dimaksud, mengingat piranti dan penmgkat untuk menjalanlcannya 

belum tersedia. Salah satu hal yang menjadikan Bupati tersebut 

tertarik pada usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 

Tengah ini adalah bahwa di pihak Pemerintah Kabupaten Bangka 

Tengah waktu itu belum tersedia infonnasi nilai tanah termutakhir 

yang akan diS'malcan sebagai dasar pengenaan atau penghitungan 

pajak-pajak tersebut terutama yang berkaitan dengan tanah. Sementara 

Kepala Kantor Pertanahan Bangka Tengah menawarkan hal tersebut 

melalui Peta ZNT, sehingga gayung bersambutlah antara tugas 

mengelola pajak daerah dengan penawaran Kepala Kantor Pertanahan 

tentang program pengadaan Peta ZNT dimaksud. 

Sebagai manifestasi dari keinginan Pemerintah Kabupaten 

Bangka Tengah untuk segera menggunakan Peta ZNT ini adalah 
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berupa bantuan untuk kegiatan pengadaan sebesar Rp. 449.130.000,-. 

Akhir tahun 2015 kegiatan itu se1esai se1anjutnya Peta ZNT akan 

digunakan o1eh (a) Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah 

sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

bidang pertanahan, dan (b) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 

sebagai dasar pengenaan BPIITB dan PBB. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat digaris bawahi bahwa pihak­

pihak yang terlibat dalam pengadaan Peta ZNT di Kahupaten Bangka 

Tengah adalah (a) BPN melalui BPN Pusat, Kanwil BPN Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, dan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bangka Tengah, dan (b) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 

melalui Bupati Bangka Tengah berupa bantuan dana dan SDM guna 

percepatan pengadaan Peta ZNT tersebut. 

Kompetensi partisipan yang terlibat dalam koordinasi 

pengadaan Peta ZNT Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kahupaten 

Bangka Tengah yaitu pimpinan Kantor Pertanahan dan Kopala 

DPPKAD terl<ait dengan pengarahan dan manajerialnya Ahli teknis 

atau pelaksana di bawahnya sering berkoordinasi di lapangan karena 

lebih mengetahui secara teknis dan komprehensif adalah ahli teknis 

tiap-tiap bidang pada instansi masing-m.asing. Hal ini sesuai dengan 

mekartisme koordinasi yang dikemukakan Mintzberg ( dalam Heene, 

2015:230) yaitu pengawasan langsung, lazimnya hubungan yang 

bersifat hierarkis. Koordinasi diterapkan dengan memberikan 
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tanggungjawab partisipan memantau pelaksanaan peketjaan yang 

dilakukan oleh rekan-rekannya. Melalui pemberian instruksi yang 

dilakukan oleh Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bangka T engah, serta dibarengi pula upaya untuk memantau tindakan 

yang telah dilakukan, maka keselurulum aktivitas yang ada dapat 

difokuskan kepada tujuan tertentu. 

4. Penetapan Kesepakatan dan Kontitmen Dalam Upaya Membangun 

Ketjasama dan Payung Hukum Ketjasama 

Kerjasama yang dimaksudkan adalah ketjasama antara BPN 

dengan Kementrian Dalam Negeri yang dapat dilakukan pada 

berbagai level yaitu antara Kepala BPN dengan Menteri Dalam 

Negeri, antara Kepala Kantor Wilayah BPN dengan Gubemur, dan 

atau antara Kepala Kantor Pertanahan dengan Bupati dan Walikota. 

Seperti halnya teori yang dikemukakao oleh Dwiyanto 

(2011 :251) yang menjelaskan bahwa Collaborative governance terjadi 

karena penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antam para 

pihak, mereka masing-masing mentiliki otoritas untuk mengambil 

keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola 

organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama 

Ketjasama kolaboratif sebagai sebuah proses Kantor Pertanahan dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang menti1iki suatu 

kepentingan terhadap masalah zona nilai tanah dan bemsaha mencari 

solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mendapat zona 
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nilai tanah tunggal yang mereka sulit mencapainya secara sendiri-

sendiri. 

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Jr. Mulana Arbani 

selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah yang 

menyatakan bahwa : 

"Kesepakatan dan Komitmen Kantor Pertanahan dan Pemerintah 
Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan melalui Peijanjian Ke~a 
SamJJ!Memorandum of Understanding (MOU) Nomor 
900/47/DPPKAD/2014 dan Nomor : 149.1119.4/X/2014 Tanggal 14 
Oktober 2014" (lihat lampiran 7) 

Hal ini meropakan bukti positif bahwa pengadaan Peta ZNT 

Tunggal dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Peta 

ZNT Tunggal ini berbasis bentang laban dan untuk ke~asama 

selanjutnya diharapkan berhasis bidang yang didanai oleh Pemerintah 

Kahupaten dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah., 

dalam rangka menyediakan informasi nilai tanah berbasis nilai pasar 

yang mutakhir dan rasional, yang dapat digunakan secara bersama­

sams paling tidak oleh kedua lembaga pemerintah tersebut. Keijasama 

ini dilakukan dalam rangka pembuatan Peta ZNT Tunggal yang dapat 

digunakan baik oleh BPN maupun para stakeholders (multipibak) 

terotama Pemetintah Kabupaten Bangka Tengah untuk kepentingan 

sebagai dasar penghitungan tarif PBB dan BPHTB (DPPKAD) dan 

tarif PNBP (BPN). 

Terbangunnya Peta ZNT Tunggal multimanfaat bagi multipibak 

ini diharapkan dapat menjantin sistem pemetaan yang efisien karena 
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tidak memerlukan dobel anggaran. Terbangunnya sistem pemetaan 

ZNT tunggal ini juga dapat meojamin keadilan beban pajak dan be ban 

bea bagi masyarakat atau tidak teljadi standar ganda Disamping 

efisiensi anggraan dan terciptanya keadilan, maka nilai infonnasi nilai 

pasar tanab juga akan dapat meoingkatkan penerimaan negara baik 

melalui PNBP, PBB, dan BPIITB. Oleh karena itu, dengan dapat 

dibangunnya sistem pemetaan ZNT tunggal berskala besar berbasis 

bidang tanab yang multimanfaat bagi multipihak, dibarapkan akan 

mendongkrak penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan 

bukan pajak yang berkaitan dengan nilai tanab. Pertimbangan inilah 

yang meogantarkan untnk mengnsulkan bahwa sistem pemetaan yang 

dimaksudkan tertakhir ini dapat menjadi salah satu cara meogatasi 

kendala pengadaan dan pemanfaatan Peta ZNT bagi kantor-kantor 

pertanaban di seluruh Indonesia pada masa yang akan datang. 

Sangat disadari bahwa membangun kerjasama antara BPN 

dengan stalreholders dalam pemetaan ZNT Tunggal tidaklah sernudah 

membalik telapak Iangan. Pekerjaan ini harus dirintis mulai dari 

tahapan sosialisasi antar lembaga (institusi) terutama dari BPN kepada 

Pemerintah Kabupaten dan Kola atau pada level yang lebih tinggL 

Dalam sosialisasi ini perlu disajikan basil analisis kelayakan teknis 

dan ekononti yang bahkan BPN harus mampu meyakinkan kepada 

pihak stalreholders bahwa dengan mempergunakan Peta ZNT Tunggal 

berskala besar berbasis bidang tanab akan diperoleh berbagai manfaat 
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terutama peningkatan penerimaan negara (Pemerintah Kabupaten dan 

Kota) dari pajak tanah. Dalam kelayakan teknis harus dapat 

ditunjukkan kepada mereka bahwa BPN memiliki kapasitas untnk itu, 

walan harus melaknkan program pendidikan penilaian tanah terhadap 

sumherdaya haik ASN maupun para non ASN terlebih dahulu. 

Jika kesepahaman telah dieapai antara kedua helah pihak, maka 

dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai pembuatan kesepakatan 

keijasama (MOU) antara kedua helah pihak sebagai kontrak 

administrasi antara kedua helah pihak. Berkaiatan dengan Peta ZNT 

Tunggal herskala hesar herbasis bidang-bidang tanah, maka kontribusi 

BPN melalui peta pendaftaran tanah yang selama ini telah terbangun 

menjadi asset sekaligus modal awal yang sangat herlnnga bagi 

rencana dibangunnya MOU, hegitupula kepemilikan Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tengah alas Peta Blok PBB juga merupakan asset 

mereka dalam membangun MOU ini. Walaupun rintisan keljasama 

dapat dibangun dari bawah (bottom up), namun sehaiknya perlu 

payung hukum yang memayungi bentnk keljasama semacam ini 

sebingga menjantin keherlanjutan komitmen keljasama antara kedua 

helah pihak. 

Bentnk kesepakatan dalam pengadaan Peta ZNT Tunggal untnk 

kepentingan fiskal dapat dilihat dari MOU antara Kantor Pertanahan 

dengan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor 

dan Bupati Bangka Tengah yaitu Nomor: 900/47/DPPKAD/2014 dan 
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Nomor: 149.V19.41X/2014 Tanggal14 Oktober 2014. Dengan adanya 

bentuk kerjasama ini menurut peneliti dirasa behnn cnknp nntuk 

menjadi acuan yang kuat dalam pengadaan Peta ZNT Tunggal secara 

intensif dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabnpaten Bangka 

Tengah. 

Kesepakatan antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bangka Tengah memberikan pengaruh kepada 

seluruh karyawan yang terkait untuk mengikuti dan menyetujui apa 

yang ditawarkan didalam kesepakatan tersebut. Bentuk kesepakatan 

yang ada dapat dilihat dari rincian peraturan-peraturan, prnsedur­

prosedur, dan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama 

pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal tersebut. Sesuai teori yang 

dikemukakan oleh Steers dan Porter (dalam Ramadhany, 2010:5) 

bahwa suatu bentuk komitmen yang muncul bukan hanya bersifat 

loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif 

dengan organisasi kerja yang meruiliki tujuan memberikan segala 

usaha demi keberhasilan organisasi yang bersaugkutan. Bentuk 

komitmen tersebut dapat dilihat dari sejauh mana individu-individu 

yang ada di dalam organisasi tersebut bertanggungjawah 

melaksauakau tugas dan kewajibannya atas dasar kesepakatan yang 

sudah disepakati bersama Bentuk komitmen yang ada adalah dengan 

melaksauakau tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkait 

pengadaan Peta ZNT Tunggal serta dengan konsisten melaksauakan 
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tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi. 

5. InsentifDalarn Koordinasi Pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal 

di Kabupaten Bangka Tengab 

Mengenai sanksi koordinasi belwn diatur dalam kerjasama yang 

sudab ada begitupun untuk insentif koordinasi juga belum diatur di 

dalam kerjasama yang sudab ada banya sekedar penilaian individu 

terhadap kinerjanya saja yang dapat dilihat oleh atasan langsung. 

Tidak ada insentif koordinasi pengadaan Peta Zona Nilai Tanah 

Tunggal di Kabupaten Bangka Tengab. Baik Kantor Pertanaban 

maupun Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerab 

Kabupaten Bangka Tengab tidak memaparkan insentif yang diperoleh 

pada saat berkoordinasi maupun berkomunikasi dalam 

penyelenggaraan pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal di 

Kabupaten Bangka Tengab. 

6. Feedback Untuk Perencanaan Pengadaan Peta Zona Nilai Tanah 

Tunggal Berbasis Bidang 

Keberlanjutan pengadaan Peta ZNT Tunggal memang sangat 

dibutubkan, keberlanjutan akan pengadaan Peta ZNT Tunggal 

berbasis bidang dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang 

telab dilaksanakan sebelumnya yaitu Peta ZNT Tunggal berbasis 

bentang laban. Menurut Sondang P. Siagian (1994:108) Perencanaan 

dapat didefinisikan sebagai keseluruban proses pemikiran dan 
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penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dil<eJjakan di 

masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan. Menurut Lutan Rusli (1988:300), umpan balik adalah 

pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan sesuatu tugas, 

perbuatan atau respon yang Ielah diberikan. Umpan batik didapat 

setelah melakukao evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan Peta 

ZNT Tunggal berbasis bentaug lahan yang sudah dilakukao. 

Perencanaan pengadaan Peta ZNT Tunggal dilakukan sesuai 

kebutuhan dan kemampuan anggaran masing·masing instansi yang 

dilakukao diawal tahun. Hasil dari perencanaan ditindaklanjuti melalui 

MOU antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bangka Tengah untuk pengadaan Peta ZNT Tunggal. Sesuai dengan 

hasil wawancara dengan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Bapak 

Bambang Yuniarto, ST, M.App. Sc., mengatakan bahwa: 

"Dalam rangka sinergi pelaksanaan Penyusunan ZNT di Kabupaten 
Bangka Tengah, Pemerinrah Daerah Bangka Tengah bersama Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Ielah melakukan kerja sama 
dengan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan penyusunan ZNT di 
wilayah Kecamatan Koba dan Kecamatan Pangkalan Baru seluas ± 
20.000 Ha skala peta 1:10.000 melalui Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014. Kegiatan tersebut diharapkan 
akan diperoleh infonnasi nilai tanah yang disajikan dalam bentuk peta 
ZNT skala l: 10.000. Hal ini tentu terjadi setelah semua pihak 
sepaharn yang dilanjutkan dengan MOU sebagai kontrak administrasi 
antara kedua belah pihak." 

Hasil kerja sama tersebut di evaluasi untuk penyempumaan 

pengadaan Peta ZNT Tunggal yang akan datang. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Djali dan Pudji (2008:1), 
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evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu 

berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang 

selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan alas obyek yang 

dievaluasi. 

F. Faktor-faktor pendukung koordinasi dalam pengadaan Peta Zona 

Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan fiBkal di Kabupaten Bangka 

Tengab 

Dalam pembahasan mengenai faktor pendukung koordinasi dalam 

peugadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan Iiska!, 

penulis menekankan pads tiga bal yang mendasari kemungkinan 

dibangunnya suatu pemetaan Peta ZNT Tunggal oleh Pemerintab 

Kabupaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Tiga bal 

tersebut adalah (a) adanya peluang pengguna Peta ZNT selain BPN, (b) 

gejala adanya political will peugadaan Peta ZNT Tunggal oleh multipihak 

yang berkepentingan, dan (c) memungkinkan dilakukan secara teknis. Jika 

ketiga bal tersebut ada, maka sangat mungkin dibangunnya sistem 

pemetaan Pela ZNT Tunggal tersebut. 

I. Adanya Peluang Pengguna Peta ZNT Selain BPN 

Seperti telah diketabui bersama bahwa lima tabun setelah 

diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintab Kabupaten 

dan Kola harus Ielah menjalankan tugas barunya yaitu mengelola 

pajak dan retribusi daerah. Dalam kaitannya dengan tanah, pajak yang 

pengelolaannya menjadi urusan Pemerintab Kabupaten dan Kola 
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adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Pasal37, UU No. 28/2009), 

dan Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Pasal 

41, UU No. 28/2009). 

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perlcotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (Pasal. 79, (1). UU No. 

28/2009). Nilai Jual Objek Pajak adalah nilai objek pajak yang 

ditentukan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari trnnsaksi 

jual beli bidang tanah atau properti yang teljadi secara wajar, dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau NJOP pengganti (Pasal 40, UU No. 28/2009). 

Pemyataan "Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 

yang teJjadi secara wajar" tersebut menggambarkan bahwa NJOP 

didasarkan pada harga transaksi tanah serupa yang telah teJjadi di 

pasar tanah. Harga pasar tanah dalam konteks ini adalah "nilai pasar 

tanah". 

Subyek Pajak Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan 

adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak alas Tanah 

dan/atau Bangunan (Pasal. 86 (1), UU No. 28/2009). Menurut Pasal2 

Ayat (2) undang-undang ini yang menjadi Wajib Pajak Bea Perolehan 

Hak alas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh Hak alas Tanah dan/atau Bangunan. Lebih lanjut dalam 

Pasal 87 ayat (I) UU No. 28 Tahun 2009 ditegaskan bahwa dasar 
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pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai 

Perolehan Objek Pajak (NPOP). Besarnya NPOP ditetapkan 

berdasarkan "harga transaksi" dan "nilai pasar tanah" (Pasal. 87 (2), 

UU No. 28/2009). 

Tarif pajak (PBB & BPHTB) dan PNBP menurut kurva Laffer 

dalam teori yang dikemukakan oleh Arthur dalam Nopirin (1996:196) 

yang di dasarkan pada Peta Zona Nilai Tanah Tunggal diharapkan 

dapat maksimal pada t* sehingga penerirnaan pajak (PBB & BPHTB) 

dan PNBP positif. Kurva Laffer memotong surnbu horizontal (tarif 

pajak) pada titik 0% dan 100%. Artinya apabila tarif pajak (PBB & 

BPHTB) dan PNBP adalah 0% (tidak ada pajak) maks penerirnaan 

pemerintah dari pajak (PBB & BPHTB) dan PNBP juga nol. Sarna 

halnya apabila tarifpajak (PBB & BPHTB) dan PNBP sebesar 100%, 

maks tidak ada orang yang mau bek~a (sebab semua peughasilannya 

untuk membayar pajak) sehingga penerimaan pemerintah dari pajak 

(PBB & BPHTB) dan PNBP juga nol. 

Hill penting dari informasi di alas adalah bahwa haik NJOP yang 

dijadikan sebagai dasar penghitungan pajak PBB terutang, maupun 

NPOP yang digunakan sehagai dasar dalam penghitungan BPHTB 

didasarkan pada harga pasar, harga traksaksi, atau nilai pasar suatu 

bidang tanah atau properti. Besarnya nilai tanah yang disajikan dalam 

Peta ZNT Tunggal yang rasioual diharapkan dapat memberikan rasa 

keadilan bagi masyarakat dan pemerintah. Seperti diketahui hahwa 
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selama ini NJOP disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan dengan berbagai keterbatasan dan 

pennasalahannya di lapangan_ Keterbatasan dan permasalahan 

-
dimaksud adalah nilai tanah yang hampir belum pemah 

dimutakhirkan, sehingga nilai tanah menurut NJOP menjadi sangat 

tertinggal dengan nilai tanah saat ini. Pelimpahan tugas pengelolaan 

PBB dan BPHTB dari Ditjen Pajak Kementrian Keuangan kepada 

Pemerintah Kabupaten dan Kola berarti pula melimpabkan masalah 

ketidakmutakhiran data nilai tanah tersebut kepada Pemerintah 

Kabupaten dan Kola. 

Kondisi di alas tentu berdampak terhadap tertinggalnya 

penerinuum Negara dari pajak tanah baik dari PBB maupun BPHTB. 

Menyadari hal tersebu~ Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu 

melakukan langkah-langkah untuk melakukan pemutakhinm data nilai 

tanah tersebut. Namun demikian, adanya keterbatasan sumberdaya 

dana, tenaga, dan waktu, beberapa dari mereka melirik untuk 

menggunakan Peta Zona Nilai Tanah BPN. Sebagaimana Ielah 

dikemukaksn oleh Bapak Bambang Yuniarto, ST, M.App. Sc selaku 

Kepala Seksi lnfrastruktur yang menyimpulkan bahwa : 

"Satu hal yang sangat mendokung karena merupakan landasan dalam 
pengadaan peta ZNT ini adalah NJOP yang dijadikan dasar 
perhitungan PBB dan BPHTB merupakan harga pasar tanah seperti 
halnya harga pasar yang dijadikan dasar BPN untuk memungut PNBP 
dalarn pelayanan pertanahan dan hal ini bisa dilakukan secara teknis." 
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Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah 

membuat kerjasama pembuatan peta ZNT sebagai dasar pengenaan 

BPHTB & PBB, pengadaan peta tersebut telah selesai dilaksanakan, 

akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih menunggu 

Peraturan Daerah yang mendasari Peta ZNT digunakan sebagai dasar 

pemungutan pajak. Hal tersebut merupakan bukti bahwa ada 

kemungkinan dibuatnya Peta ZNT Tunggal multi manfaat bagi pihak­

pihak yang berkepentingan. 

Dasar pengenaan kedua pajak tersebut didasarkan pada nilai 

bidang tanah atau property (tanah dan bangunan). Nilai bidang tanah 

adalah basil perkalian antara luas bidang tanah (m') dengan harga 

pasar atau harga transaksi atau nilai transaksi tanah tersebut perm'. 

lnfonnasi ini menunjukkan bahwa "nilai tanah" yang dimaksudkan 

dalarn UU No. 28 tahun 2009 tersebut adalah "nilai bidang tanah". 

Oleh karenanya, dalam penerapannya infonnasi nilai tanah ini juga 

harus didasarkan pada nilai-nilai yang berbasis bidang-bidang tanah 

atau persil tanah. Hal inilah yang belum dipenuhi oleh peta ZNT BPN 

yang pemetaannya berbasis zona dengan skala yang kasar yaitu I: 

25.000. Informasi ini mengindikasikan bahwa Pemetaan Zona Nilai 

Tanah yang berbasis bidang-bidang tanah harus segem direalisasikan. 
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2. Gejala adanya Political Will Pengadaan Peta ZNT Tunggal Berskala 

Besar Berbasis Bidang Tanah 

Peta ZNT Tunggal yang dimaksudkan disini adalah peta yang 

dapat memerankan multifungsi. Dalam konteks ini adalah Peta Zona 

Nilai Tanah yang oleh karena infonnasi yang dikandungnya dan 

adanya kesarnaan sistem pemetaannya, suatu peta dalam hal ini Peta 

ZNT BPN dapat dimanfaatkan untuk berhagai kepentingan. 

Dahun Peta ZNT di Kabupaten Bangka Tengah, peta ini akan 

diberi dua judul oleh karena adanya dua pihak yang akan 

memanfaatkannya. Judul pertama, yaitu Peta Zona Nilai Tanah (Peta 

ZND oleh karena peta ini merupakan produk dan dignnakan oleh 

BPN, melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Judul 

kedua, adalah Peta Zona Harga Pasar (Peta ZHP) oleh karena nilai­

nilai yang termaktub dalarn peta adalah harga pasar, dan istilah ini 

secara yuridis dignnakan oleh Pemerintah Kahupaten Bangka T engah 

sebagai infonnasi untuk penetapan besarnya pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

Informasi yang dignnakan dari kedua judul peta tersebut 

sebenamya adalah nilai tanah berdasarkan harga transaksi atau yang 

setara dengan itu. Dari aspek ini, Peta ZNT tersebut berperan ganda 

yaitu sebagai dasar penghitungan PNBP pertanahan dan sebagai 

penghitungan besarnya PBB dan BPHTB. Artinya, peta tersebut 
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memilki manfaat ganda atau multimanfaat atau multi guna Seperti 

yang Ielah di kemukakan oleh lbu Cherlini, ST., M.Si selaku Kepala 

DPPKAD yang mengatakan bahwa : 

"Ya jika peta ZNT dapat diadakan maka bisa berperan ganda dapat 
digtmakan sebagai dasar perhitungan PNBP pertanahan dan sebagai 
perhitungan besamya PBB dan BPHTB. Artinya peta tersebut 
memiliki manfaat ganda atau multi manfaat atau mtiltiguuli. Hal ini 
menyiratkan adanya keinginan pimpinan atau bisa juga ~ 
political/ will bersama antara BPN dan PEMDA dalam rangka 
pengadaan peta tersebut secara bersama-sama dan digmtakan secara 
bersama-sama pula." 

lnformasi ini juga menyiratkan adanya political/ will bersarna 

antara BPN dalam hal ini diperankan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bangka Tengah dengan Pernerintah Kabupaten Bangka 

Teugah dalam rangka pengadaan pe1a ZNT bersama yang digmtakan 

secara bersama-sama Namun demikian, peneliti menilai bahwa 

bentuk kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk sampai pada ranah 

kerincian informasi dan sistem pemetaannya. Kerincian infonnasi 

yang dimaksudkan adalah bahwa peta ZNT yang dibuat seharusnya 

berbasis bidang mengingat dasar pengenaan pajak dan retribusi 

lainnya juga berbasis bidang. Hal ini bermakna bahwa Peta ZNT yang 

dibuat harus berskala besar, hila perlu sarna dengan peta pendaftaran 

tanah yang berskala hingga I :500 atau I: 1000, Narnun, jika secara 

pendanaan hal ini berat dilakukan, maka pemetaan sebaiknya 

dilakukan dengan skala peta hingga masing-masing bidang tanah 

dapat diberi atribut nomor induk nilai bidang (NIB), misalnya Skala 

1:5.000. 
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Political will semacam itu sangat bermanfaat dalam rangka 

membangun pemetaan yang lebih efisien serta dalam rangka 

menghasilkan sumber informasi tunggal yang multimanfaat. Secara 

tidak langsung produk semacam ini juga dapat menjamin rasa 

keadilan masyarakat sebagai wajib pajak atas pelayanan pemerintah 

karena tidak ada standar ganda. Standar ganda dimaksudkan di sini 

adalah bahwa adanya perbedaan informasi nilai bidang tanah yang 

sama oleh karena dihasilkan dan dilayankan oleh instansi yang 

berbeda. 

Namun jika ditilik dari sistem pemetaanya, sebenamya antara 

Kantor Pertanahan dan Kantor DPPKAD menempuh sistem pemetaan 

yang berbeda. Paling tidak sampai saat ini, karena keterbatasan 

sumberdaya yang dimiliki, Kantor Pertanahan merasa cukup dengan 

Peta ZNT berbasis zona yang kasar dengan skala I :25.000 sedangkan 

untuk kedepan DPPKAD memerlukan Peta ZNT yang berbasis persil 

atau bidang tanah, karena disamping untuk kepentingan BPHTB, Peta 

ZNT yang seharusnya berbasis bidang juga untuk kepentingan PBB 

yang juga mutlak harus berbasis bidang. 

Dalam sejarah pertama pengadannya, Pemetintah Kabupaten 

Bangka Tengah dan Kantor Pertanahan melalui Perjanjian Kerja 

Sarna/ Memorandum of Understanding (MOU) Nomor 

900/47/DPPKAD/2014 dan Nomor : 149.1/19.4/X/2014 Tanggal 14 

Oktober 2014 merupakan bukti positif bahwa ke depan ada 
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kemungkinan dapat dibangun political will kegiatan pengadam Peta 

ZNT Tunggal. Peta ZNT Tunggal ini dihanlpkan berbasis bidang yang 

didanai oleh Pemerintah Kabupaten dengan Kantor Pertanahan, dalam 

rangka menyediakan informasi nilai tanah berbasis nilai pasar yang 

mutakhir dan rasional, yang dapat digunakan secara bersama-sama 

paling tidak oleh kedua lembaga pemerintah tersebut. 

Ketertarikan Pemerintah Daerah untuk menyediakan Peta ZNT 

Tunggal ini berangkat dari motivasi mereka mengumpulkan 

pendapatan daerah sebanyak-banyaknya dari sektor pajak dalam 

rangka menjalankan tugasnya menurut amanat UU Nomor 28 Tahun 

2009. Dengan dasar pemikiran bahwa jika sebagian kecil dari 

peningkatan pendapatan daerah tersebut digunakan untuk membiayai 

pengadaan Peta ZNT berskala besar berbasis bidang tanah, maka 

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan dapat memperoleh 

pendapatan daerah yang jauh lebih tinggi melalui pelayanan yang 

Iebih adil dan bijaksana, berdasarkan Peta ZNT yang rasional. 

Implikasi positif dari adanya political will pengadaan Peta ZNT 

bersama antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kahupaten Bangka 

Tengah adalah terciptanya efisiensi penggunaan anggaran pemetaan 

ZNT. Hal ini sudah barang tentu akan berimbas positifterhadap dapat 

dilaksanakannya pelayanan yang lebih luas berstandar tunggal yang 

adil dengan penganggaran yang lebh efisien. 
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3. Memungkinkah Secara Teknis 

Hal mendasar yang diperbatikan dalam rangka memikirkan 

pertimbangan kelayakan teknis pengadaan Peta ZNT berbasis bidang 

untuk kepentingan pengadaan Peta ZNT Tunggal ini adalah orientasi 

berpikir babwa kita akan membuat sutu sumber infonnasi nilai tanah 

dan atau properti yang mutakbir, mudab dibuat, dan mudab diakses 

untuk pelayanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dua 

pekeJjaan rumahnya adalab (a) merancang dan membangun sistem 

pemetaan ZNT berbasis hi dang yang relatif mudab dan murab dan (b) 

membuat aplikasi pelayanan yang mudab, cepat, dan akurat dalam 

suatu sistem infonnasi nilai tanah. 

Dalam membangun sistem pemetaan ZNT berbasis bidang ads 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu (a) ketersediaan peta 

dasar digital wilayab yang akan dipetakan nilai tanaboya (skala besar 

dspat berupa skala 1:500, 1:1.000, 1:2.500, atau 1:5.000), (b) 

ketersediaan peta bidang tanah digital di wilayab yang akan dipetakan 

(skala besar dspat berupa skala I :500, I :1.000, I :2.500, atau I :5.000, 

(c) ketersediaan data barga transaksi (atau barga yang senilai dengan 

itu) bidang-bidang tanah di bagian wilayab yang akan dipetakan, (d) 

ketersediaan informasi (data) karakteristik bidang-bidang tanah 

sampel yang mengalami transaksi (penawaran) yang diyakini 

mempengaruhi nilai tanah, (e) ketersediaan infonnasi (data) 

karakteristik bidang-bidang tanab sampel yang akan diestimasi yang 
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diyakini mempengaruhi nilai tanah, dan (f) ketersediaan software 

pemetaan tersebut. 

Setelah dapat dibuat suatu sistem pemetaan ZNT berskala besar 

berbasis bidang-bidang tanah tersebut, tugas berikntnya adalah 

membuat aplikasi yang mengkoneksikan antara data tekstual 

informasi bidang tanah dengan data spasial dalam skema kerja sistem 

informasi pertanahan. Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD 

Kabupaten Bangka Tengah Bapak Riza, SE menyatakan bahwa: 

"Kami DPPKAD dalam berkoordinasi mengenai pembuatan peta ZNT 
ini sangat didukung oleh BPN oleh karena kita sama-sama 
membutuhkan up dating nilai tanah untuk keperluan kita masing­
masing. Secara teknis dengan menggunakan fasilitas sofware Arc. GIS 
BPN sudab mempersiapkan aplikasinya sehingga kita DPPKAD tidak 
perlu lagi pengadaan aplikasi tersebut, tentunya SDM kita juga 
semakin ringan keljanya jika keljasama terwujud karena keterbatasan 
kemampuan SDM kita" 

Dengan menggunakan fasilitas Software Arc.GIS 10.1, untuk 

pekerjaan tersebut dapat disusun aplikasi sederhana yang 

mengkoneksikan antara data tekstual informasi bidang-bidang tanah 

dengan data spasial bidang-bidang tanah dalam Peta ZNT yang 

berbasis bidang-bidang tanah. Dengan disusunnya aplikasi tersebut 

dapat mempermudah para petugas di BPN dalarn melaknkan 

pelayanan informasi nilai tanah secara cepat, tepat, dan akurat. 

Informasi ini menunjuk:kan bahwa pembuatan Peta ZNT berskala 

besar berbasis bidang-bidang tanah terebut secara teknis dapat dan 

mudah dilakukan. Dengan pemyataan lain keinginan untuk 
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membangun sistem pemetaan ZNT berskala besar tersebut dapat 

dilakukan secara teknis. 

G. Faktor-faktor penghambat koordinasi dalam pengadaan Peta Zona 

Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten Bangk& 

Tengah 

Y aug dimaksud dengan faktor penghambat disini ada lab yang 

diterima oleh selurnh pemangku kepentingan yaitu (a) Kantor Pertanahan, 

(b) DPPKAD, (c) PPAT, (d) Masyarakat sebagai pihak yang dilayani. 

1. Kantor Pertanahan 

Pihak Kantor Pertauahan yang dimaksudkan adalah Seksi 

lnfrastruktur Pertanahan khususnya Subseksi Pengukoran dan Pemetaan 

Dasar Tematik. Berdasarksn basil wawancara dengan para pejahat 

tersebut permasalahan yang sering dirasaksn oleh Seksi lnfrastruktur 

Pertauahan khususnya Subseksi Pengukoran dan Pemetaan Tematik 

adalah berupa : 

a. Belum tersedianya sistem informasi nilai tanah yang memadai di 

Kantor Pertanahan, masih diperlukannya pemikinm dan cara untuk 

dapat menelusuri infonnasi nilai tanah dalam Peta ZNT secara 

mudah dan cepat jika ada pemohon. Hal ini disebabkan ksrena posisi 

bidang-bidang tanah yang dimohon tersebut tidak berada dalam 

bamparan zona dan bukan berada pada peta pendaftaran yang mudah 

dikenali. Dalam proses ini petugas Kantor Pertanalum barus 

menugaskan PPAT untuk membuat sketsa lokasi bidang tanah yang 
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akan dimohon atau meminta pemohon menunjukkan lokasi bidang 

tersebut pada Peta Citra Satelit untuk penelusuran posisi 

koordinatnya. Berdasarkan posisi koordinat inilah petugas akan 

menelusuri perkiraan posisi relatif bidang tanah tersebut dalam Peta 

Zona Nilai Tanah. Setelah proses tersebut kemudian dapat dicuplik 

bagian bidang tanah tersebut dan dicetak sebagai informasi nilai 

tanah. Hasil cuplikan tersebut disebut sebagai lembar layanan 

informasi nilai tanah. Berdasarkan angka nilai tanah yang tertem 

dalam lembar infonnasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai 

dasar pengbitungan PNBP. Kondisi pelacakan nilai tanah di Peta 

ZNT inilah yang dirasakan sebagai pekeljaan yang tidak efisien. 

Petugas menjadi pihak yang dipersalabkan ketika proses pelayanan 

informasi nilai tanah tidak dapat dibasilkan secara cepat. Seperti 

balnya yang telab dikemukakan oleh Kepala Seksi lnfrastruktur 

Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka Tengab yang menyatakan 

bahwa: 

"Secara teknis banyak kendala dalam pengadaan peta ZNT ini salah 
satunya adalab belum ditemukannya cara yang efektif dalarn 
penelusuran bidang tanah yang helum terpetakan dalam peta 
pendaftaran BPN selain itu komplain dari masyarakat yang akan 
membayar baik PNBP kaget dengan kenaikan tarifuya, untuk 
menindaklanjuti bat itu BPN Bangka Tengab perlu bekoordinasi 
dengan KANWIL BPN untuk revisi sehingga komplain tersebut 
tidak dapat ditangani dengan cepat" 
Oleh karena itu, kedepan harus dipikirkan dan diwujudkan 

pembuatan sistem informasi nilai tanah yang lebih instan agar 
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pelacakan nilai tanah dimaksud dapat dilakukan secara mudah, 

cepat, dan akurat. 

b. Petugas sering mendapatkan komplain dari para pemohon yang merasa 

nilai tanah per meter persegi (m•) untuk tanahnya tidak rasional. 

Ketidakrasionalan ini digambarkan oleh complain pemohon yang 

menganggap nilai tanahnya lebih tinggi dari kenyataannya atau 

sebaliknya nilai tanah yang berbatasan yang seharusnya lebih tinggi 

malah kenyataannya sama atau lebih rendah. Oleh karena, besarnya 

nilai tanah per m• ini berpengaruh signifikan terhadap nilai bidang 

tanah. maka untuk bidang-bidang tanah yang mempunyai luasan besar 

akan berpengaruh signifikan terhadap beban yang harus mereka 

bayarkan dalam pengurusan pendaftaran tanah atau proses layanan 

pertanahan lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Kepala DPPKAD lbu 

Cherlini. ST. M.Si yang menyatakan bahwa: 

.. Peta ZNT basil kerjasama dengan BPN adakalanya tidak rasional 
kadang lembar BPHTB yang di bawa PPA T ke DPPKAD untuk di 
validasi nilai tanahnya lebih besar dari pada nilai yang tertera pada peta 
ZNT sehingga harus ada kroscek dilapangan" 

Penyebab terjadinya irrasionalitas nilai tanah per m' tersebut muncul 

karena skala Peta ZNT yang sangat kasar (I :25.000) untuk pelayanan 

yang seharusnya berbasis bidang-bidang tanah. 

c. Jika ada complain dari para pemangku kepentingan, para pejabat di 

Kantor Pertanahan yang bertautan tugas dengan pelayanan nilai tanah 

tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berwenang melakukan 

perubahan-perubahan atau revisi atas Peta ZNT tersebut untuk 

menjawab complain tersebut, sehingga mereka hanya bisa menunggu 
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tanggapan dati Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal 

ini juga dirasa sebagai masalah dalam mengimpelementasikan Peta 

ZNT yang ada. 

2. DPPKAD 

Bagian DPPKAD yang relevan dengan pemanfaatan Peta ZNT 

adalah Bidang PBB dan BPHTB. Dalam layanan BPHTB dan PBB ini 

Bidang PBB dan BPHTB DPPKAD Kahupaten Bangka Tengah sering 

diperhadapkan pada berbagai masalah terkait dengan adanya ketidak 

cocokan antara nilai tanah per meter persegi (m') yang diajukan oleh 

PPA T atau pemohon dengan nilai tanah yang tertera dalam Peta ZNT. 

Ketidaksesuaian ini dapat berupa nilai tanah dalam Peta ZNT lebih 

kecil dati harga transaksi yang tertera dalam Akta Jual Bell (AJB) dati 

PPAT atau lebih rendah dati NJOP dalam Peta Blok Bidang-bidang 

Tanah PBB. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala DPPKAD 

Kahupaten Bangka Tengah yaitu Ibu Cherlini, ST., M.Si menyatakan 

bahwa: 

"Peta ZNT basil keljasama dengan BPN adakalanya tidak rasioual 
kadang lembar BPHTB yang di bawa PPAT ke DPPKAD untuk di 
validasi niiai tanahnya lebih besar dati pada nilai yang tertera pada peta 
ZNT sehingga barus ada kroscek dilapangan" 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Riza, SE selaku Kepala 

Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah yang 

menyatakan bahwa : 

"Satu hal yang menjadi permasalahan ketika nilai tanah yang ada di 
peta ZNT ternyata lebih kecil dengan harga transaksi yang tertera dalaru 
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Akta Jual Beli yang diajukan untuk membayar BPHTB maka jika ada 
kejadian seperti itu terdapat pekeijaan tambahan bagi kami untuk 
melakukan survey ulang ke lapangan guna mengecek kebenaran nilai 
tanah tersebuC 

Kondisi tersebut dianggap pennasalaban, oleh karena itu pibak 

DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah barns melakukan pengecekan di 

lapangan terlebih dabulu. Hal ini merupakan pekeljaan tambaban yang 

barns dilakukan yang disebabkan oleh teijadinya irrasionalitas 

informasi nilai tanah yang tertera dalam Peta Zona Nilai Tanah 

dimaksud. Hal ini dimungkiukan disebabkan oleh skala Peta ZNT yang 

terlalu kasar yang belum siap untuk digunakan bagi pelayanan 

informasi nilai tanah yang berbasis bidang-bidang tanah. 

Menunjuk permasalahan di atas, maka DPPKAD berkepentingan 

untuk segera membuat Peta Zona Nilai Tanah yang berbasis bidang-

bidang tanah. Hal ini sebenamya dapat dilakukan dengan melakukan 

updating terhadap Peta Blok PBB. Untuk kepentingan tersebut, maka 

DPPKAD barns menyediakan anggaran lagi untuk proses updating 

tersebut. 

3. PPAT 

Permasalahan dalarn memanfaatkan Peta ZNT dalam pelayanan 

pertanahan yang dirasakan oleh PPAT dapat berupa : (a) adanya 

tambaban pekeijaan untuk membuat sketsa lokasi bidang tanah untuk 

meminta informasi nilai tanah dari bidang tanah yang dimohon ke Seksi 

Infrastruktur Pertanahan, (b) kepastian waktu penyelesaian pengurusan 
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pelayanan pertanahan menjadi tidak jelas, (c) perlu memverifikasi 

informasi nilai tanah kepada DPPKAD, dan (d) PPAT sering 

mendapatkan complain dari klien. 

a. Sketsa lokasi bidang tanah yang dimohon harus disertakan untuk 

menelusuri nilai bidang tanah tersebut di Kantor Pertanahan, 

sehingga PPA T harus membuat sketsa lokasi bidang tanah yang 

dimohon. Agar dapat membuat sketsa lokasi yang akurat, PPAT 

harus mensurvei bidang tanah yang dimohon atau paling tidak 

meminta agar pemohon dapat memberikan infonnasi mengenai 

lokasi bidang tanahnya kepada petugas PPAT. Hal inilah yang 

dirasakan oleh para PPA T menjadi tambahan pekeljaan yang harus 

dilakukan oleh PPAT jika dibandingkan dengan sebelum 

diberlakukannya Peta ZNT. Mereka para PPAT menyatakan hal 

tersebut membutuhkan tenaga dan waktu tersendiri, belum kalau 

dalarn pembuatan sketsa tersebut terjadi kesalahan atau 

ketidalgelasan. Hal ini akan mengganggu kecepatan ditemukannya 

informasi nilai tanah bagi bidang tanah yang dimaksudkan. Jika hal 

ini terjadi maka akan berdarnpak terhadap mundumya penyelesaian 

pekeljaan pelayanan pertanahan secara keseluruhan. lnformasi ini 

diperoleh dari informan yaitu PPAT yang diwawancarai dalarn 

penelitian ini, yaitu Gemara Handawuri, SH., M.Kn yang menatakan 

bahwa: 

"Tarnbahan pekeljaan membuat sket lokasi tanah yang sedang dibuat 
Akta Jual Beli di kami. Sket lokasi yang kami buat jika mau akurat 
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ya harus kelapangan atau paling tidak menanyakan kurang lebih 
posisi tanahnya yang relatifbenar dimana" 

b. Dari Notaris/PPAT yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu 

Yurni, SH., M.Kn., juga diperoleh informasi bahwa ketidakjelasan 

waktu yang diperlukan untuk menyiapkan sketsa lokasi bidang, dan 

ketepatan waktu dapat ditemukannya informasi nilai bidang oleh 

petugas dari kantor pertanahan dirasakan merupakan salah satu 

permasalahan dalam pemanfaatan Peta ZNT bagi PP AT. Mereka 

mel\ielaskan jika hal tersebut tidak menentu, tentunya kepastian 

waktu penyelesaian pelayanan pertanahannya juga tidak jelas. Jika 

hal ini tidak ada kejelasan mengenai waktu penyelesaian maka PPAT 

belum bisa melakukan pengecekan sertipikat, pernbuatan akta dan 

pendaftaran peralihan hak. Informasi ini diperoleh dari informan 

yaitu PPAT yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu Yumi, 

SH., M.Kn yang menyatakan bahwa : 

"Ketidakjelasan waktu yang diperlnkan untuk menyiapkan sketsa 
lokasi bidang, dan ketepatan waktu dapat ditemukannya informasi 
nilai bidang oleh petugas dari kantor pertanahan menjadi kendala 
kanti para Notaris/PPAT." 

c. Jika informasi nilai tanah dari Kantor Pertanahan Ielah diperoleh 

PPAT masih harus melakukan verifikasi nilai tersebut ke DPPKAD, 

jika sudah sesuai, maka veriflkasi diberikan dan proses penerbitan 

Akta Jual Beli dapat dilakukan, tetapi jika belum maka harus 

mengikuti araban dari DPPKAD, apakah harus membuat pemyataan 

atau menunggu pengecekan lapangan yang dilakankan oleh pihak 
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DPPKAD. Jika yang kedua ini teljadi, maka ketidakpastian 

penyelesaian layanan pekeljaan menjadi lebih besar. Hal inilab yang 

dirasakan dan dialami oleh PPAT sebagai suatu masalab dalam 

pemanfaatao Peta ZNT tersebut. Informasi ini diberikan oleh 

informan yaitu Notaris/PPAT yang diwawancarai dalam penelitian 

ini, yaitu Y ouke Nursabid, SH., M.Kn yang menyatakan babwa : 

"Banyak komplain yang dataog dari klien kami karena kita tidak bisa 
menjelaskan kapan selesainya proses balik nama. Sebenamya BPN 
dan DPPKAD hams ada hatasan waktu dalam melayani masalab 
nilai taoab ini sehingga kita dapat menjelaskan kepada klien kami 
mengenai waktu selesainya pekerjaan ini." 

Sebagai akibat dari ketidakjelasan waktu penyelesaian baik dari 

Kantor Pertanahan maupun verifikasi dari DPPKAD menyebabkan 

Notaris/PPAT tidak dapat menjelaskan determinasi waktu yang 

relatif tepa! kepada klien. Hal inilah yang menyebabkan munculnya 

banyak complain dari pada klien terse but. 

4. Pemohon/Masyarakat 

Pennasalaban yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemohon 

dengan telab dimanfaatkannya Peta ZNT BPN dicenninkan oleh 

penjelasan para informan penelitian, sebagai berikut : 

a. Handrianto Tjong yang berumur 59 tahun ini menerangkan kepada 

peneliti perihal pengalaman dan atau rasa tidak menyenangkan 

terkait dengan kegiatao jual-beli taoab yang dia lakukan. Sebagai 

pembeli Handrianto Tjong mempunyai beban hams membayar 

BPHTB dan PNBP untuk kepengurusan peralihan hak di Kantor 
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Pertanahan. Menurut Handrianto Tjong PPAT menerangkan bahwa 

besar PNBP tersebut adalah (I %o x nilai tanah) + Rp. 50.000.,. 

Hendrianto Tjong bahwa : 

"Saya heran ketika angka PNBP nya cukup tinggi, kok setinggi ini?. 
Padahal saya membeli tanah ini tidak semahal harga yang digunakan 
untuk perhitungan dalarn PNBP. Kenapa harga yang digunakan 
untuk penghitungan PNBP kok harnpir dua kali harga pembelian 
saya?". 

Pertanyaan Handrianto Tjong akhirnya dijawab oleh PPAT yang 

membantu mengurus Akta Jual Beli. PPAT mengatakan, dasar 

perhitungan PNBP didasarkan pada nilai tanah yang tertera pada 

Peta Zona Nilai Tanah. Kelanjutan pertanyaan dari Handrianto Tjong 

adalah sebagai berikut : 

"lho Peta ZNT ini dibuat alas dasar apa? Kok seperti ini? Kok nilai 
yang tertera jauh lebih tinggi dari senyatanya dan bahkan masa nilai 
tanah saya yang terletak dibagian wilayah yang lebih dalarn kok 
sama dengan nilai tanah milik ternan saya yang terletak dekat dengan 
jalan raya? .. 
Informasi tersebut menggambarkan bahwa ada pennasalahan dengan 

Peta ZNT dalam hal rasionalitas atau kelaziman nilai yang tert:era 

dalam peta tersebut. Selanjutnya penting untuk dilakukan kajian 

untuk membuktikan adanya irrasionlitas nilai tanah dalarn Peta ZNT 

tersebut. Langkah berikutnya perlu dilakukan pembuatan Peta ZNT 

yang berbasis bidang atau yang mendekati dengan itu, sehingga 

nilai-nilai yang teruang menjadi rasional. 

b. Tokijan Hora berumur 46 tahun, menerangkan kepada peneliti 

bahwa beliau telah membeli sebidang tanah seluas 250 m' dengan 

harga transaksi Rp. 1.500.000,-/m'. Dalarn pengurusan Akta Jual 
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Beli Tokijan Hora dikenakan PNBP sesuai dengan ketentuan, tetapi 

temyata nilai tanahnya dihitung dengan mengalikan 250 m' x Rp. 

2.240.000/m'. Setelah ditanyakan mengapa besar nilai tanahnya jadi 

seperti itu?, maka PPAT menjelaskan bahwa yang dignnakan sebagai 

pengali adalah nilai tanah per meter persegi yang tertem dalam Peta 

Zona Nilai Tanah. Mengapa, harus begitu, karena PNBP yang 

memungut adalah BPN dan mereka mendasarkan perhitungan PNBP 

pada Peta Zona Nilai Tanah. Hal tersebut memberi informasi bahwa 

Peta ZNT yang masih kasar dan telah dignnakan sebagai dasar 

pengenaan PNBP yang berbasis bidang tanah menimbulkan masalah. 

Dengan pemyataan lain, nilai-nilai tanah yang tertuang dalam Peta 

ZNT masih banyak yang belmn rasional. 

c. Tjhang Sui In seorang informan yang bermnur 55 tahun 

menerangkan kepada peneliti bahwa Tjhang Sui In membeli tanah 

seluas 10.106 m' dengan harga Rp. 445.000,- pada tiga tahun yang 

lalu, tetapi belmn di balik namakan. Sekarang ketika mau di balik 

namakan, dikenakan pembayaran PNBP yang besarnya ~ (I %o x 

(10.106 m' x Rp.l.625.000,-/m') + Rp. 50.000-, sehingga menjadi 

lebih banyak dari harga tanah tahun pembelian. Tjhang Sui In 

menjelaskan bahwa : 

"Kenapa dulu beli dengan harga Rp. 445.000,; kok sekarang dikenai 
harga Rp. 1.625.000,-/m'? Setelah saya minta penjelasan kepada 
PPAT katanya harga tersebut sesuai dengan nilai yang tertera pada 
Peta ZNT, sehingga harus diikuti. Narnun, saya terangkan kepada 
PPAT, tetangga saya belmn lama menjnal tanahnya hanya laku 
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Rp.650.000/m' pak dan tanah-tanah yang terletak didekat jalanpun 
harganya belum sampai Rp. 1.625.000,-/m'?" 

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat peneliti terjadi irasionalitas 

nilai tanah yang ditetapkan dalam Peta ZNT tersebut, yang 

kemungkinan besar disebabkan oleh terlalu kecilnya skala dan 

terlalu besamya standar deviasi nilai antar bidang-bidang tanah yang 

digunakan dalam masing-masing zona. Terlalu luasnya zona juga 

menyebabkan terjadioya hal tersebut. Selanjutnya, tiga tahun 

merupakan waktu yaog cukup menyebabkan terjadioya perubahan 

barga tanah terlebih tanah-tanah yang terletak di lokasi yang 

strategis, oleh karenanya pemutakhiran nilai tanah juga masalahan 

yang perlu diantisipasi. 

d. Abdullah Satoto ( 48 tahun) menerangkan kepada peneliti bahwa dia 

Ielah menjual tanahnya orang tnanya kepada saudaranya untuk 

membiayai biaya runtah saki! onmg tnanya. Tanah tersebut Ielah di 

jual lebih rendah dari barga umum yang berlaku di lokasi tersebut. 

Pada saat pengurusan balik nama, mengalarni kesulitan dari pihak 

DPPKAD karena setelah diverifikasi barga transaksi dinilai terlalu 

rendah jika dibandingkan nilai tanah yaog tertera pada Peta Zona 

Nilai Tanah maupun NJOP. DPPKAD bermaksud menggunakao 

dasar nilai tanah menurut Peta Zona Nilai Tanah namun Abdullah 

Satoto tidak setuju karena tidak sesuai harga traksaksi. Akhimya, 

dengan terpaksa Abdullah Satoto dipersyaratkan untuk membuat 

pemyataan tentang barga transaksi dan penyebab mengapa karni 
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mensepakati harga tersebut. Infonnasi ini mengindikasikan bahwa 

nilai tanah yang tertera dalam Peta ZNT adalah berbasis pasar, 

sehingga jika ada kondisi traksaksi yang tidak memenuhi kaedah 

harga pasar maka Peta ZNT tidak dapat digunakan. Kejadian ini 

dirasakan mengganggu kelancaran pengurusan proses batik nama 

yang mereka lakukan. 

e. Irene Tjhia berumur 28 tahun menceritakan mengenai 

pengalamarmya ketika melakukan baliknarna sertipikat tanah yang 

telah beberapa tahun dibelinya di bawah tangan. Pada saat beli tanah 

seharga Rp. 20.000,-/m', sedangkan pada saat melakukan 

pengurusan baliknarna dikenakan biaya yang besarnya dihitung 

berdasarkan harga yang jauh lebih tinggi daripada ketika membeli 

beberapa waktu yang lalu yaitu Rp. 320.000,-/m'. Timbullah 

pertanyaan informan yaitu 

"Mengapa ini bisa terjadi, padahal beberapa waktu belurn lama 
terjadi transaksi jual beli tanah berlokasi 3 bidang di sebelah barat 
tanah saya ini hanya Rp. 120.000,-/m' yang menurut saya dan 
masyarakat di sekitar saya harga tersebut memang sudah sangat 
pantas. Pada bagian lain saya juga menemukan adanya traksaksi 
tanah di bagian wilayah yang lebih ramai dan terletak ditepi jahm 
raya yang harganya juga Rp. 400.000,-/m'. Mengapa harga tanah 
yang dekat dengan jalan raya dengan yang relatif jauh dengan jalan 
raya seperti tanah saya ini sarna harganya? Setelah saya tanyakan 
kepada PPAT yang membantu pengurusan baliknarna saya, temyata 
keduanya tertuang dalam Peta ZNT yang digunakan sebagai dasar 
pengenaan tarif PNBP di Kabupaten Bangka T engah. 
Pennasalahannya mengapa kok nilainya bisa sama antara yang 
terletak ditempat yang strategis dengan yauh tidak strategis?." 

lnformasi tersebut menggambarkan adanya irasionalitas nilai-nilai 

tanah yang tercantum dalarn Peta ZNT. Dimungkinkan imasionalitas 
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nilai-nilai tanah itu disebabkan oleh terlalu kasamya skala Peta ZNT 

dan terlalu lebamya standar deviasi antara nilai-nilai bidang tanab 

dalam maisng-masing zona yang digunakan yaitu sebesar 30%. 

f. Chris Evayani (33 tahun) yang pemab mengajukan Hak Guna 

Bangunan untuk rumab yang ditinggalinya menceritakan kepada 

peneliti. Dia merasakan bahwa hampir dalam satu setengah tahun ini 

dasar pengenaan biaya pengurusan pertanahan menjadi lebih tinggi. 

Harga tersebut sepertinya kurang pantas untuk lokasi perumaban 

kecil yang dia huni. Terlihat dari pertanyaan informan ini yaitu : 

"Kenapa harga tanah di lokasi perumaban karni kok hampir sama 
dengan nilai tanab yang herada di depan dekat dengan jalan arteri? 
Padabal ketika ada tetangga yang menjual rumabnya kepada pihak 
lain, saya tidak memperoleh harga transaksi setinggi itu." 

Infonnasi ini menunjukkan bahwa terjadi irrasionalitas nilai tanah 

dalam masing-maisng zona nilai tanah yang tertera dalam Peta ZNT, 

dan hal ini merupakan pekerjaan rumah BPN dalam hal ini adalab 

pihak Kantor Pertanaban untuk menyempumakannya. 

Permasalaban yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemohon 

dengan telab dimanfaatkannya Peta ZNT Tunggal yang dicerminkan 

oleh penjelasan para infonnan di atas dapat disimpulkan mengenai 

rasionalitas nilai dalam Peta ZNT Tunggal. Rasionalitas nilai dalam 

Peta ZNT Tunggal dimaksudkan untuk melihat tingkat kelaziman atau 

kenalaran hubungan antara nilai tanah dengan karakteristik faktor-

faktor yang diduga mempengaruhi nilai tanab. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai tanab seperti yang dikemukakan oleh Von Thunen 
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(dalam Yunus, 2008:42) mengemukakan konsep location rent (sewa 

lokasi) dengan variabel utama yang dianalisis berupa transportation 

cost yang dengan sendirinya sangat erat kait:annya dengan variabel jarak 

dan karakteristik dari komoditas yang diangkut. 

Nilai-nilai tauah dalam Peta ZNT Tunggal dikatakan memiliki 

rasionalitas riuggi jilca nilai tanah berkorelasi positif dengan baik 

buruknya kondisi faktor-faktor yang didnga mempengarubi nilai tanah. 

Nilai tauah lebih tinggi jilca bidang-bidang tauah memiliki karakteristik 

yang lebih baik daripada bidang-bidang tauah lainnya. Dengan 

pernyataan lain, jika faktor penentu nilai tanah membaik, maka nilai 

tauabnya meningkat dan berlaku sebaliknya. Jika terdapat bidang-

bidang tauah dengan karakteristik yang lebih baik narnun tidak diiknti 

oleh peningkatau nilai tauahnya berarti nilai tauah dalam Peta ZNT 

Tunggal tersebut tidak rasional. Hal ini dapat menimbulkan 

pennasalahan pada penerapannya karena masyarakat akan rnerasa 

diperlakukan tidak adil. 

Beraugkat dari ketelitian dan rasionalitas Peta ZNT Tnnggal yang 

dipertanyakan oleh karena proses pembnataunnya yang berlentangan 

dengan logika pembuatau suatu zona nilai tauah ditambah dengan skala 

Peta ZNT yang kasar patnt untnk dipikirkau cara perbaikannya. Cara 

perbaikau yang dimaksudkau dapat berupa memanipulasi kondisi Peta 

ZNT Tunggal yang telah ada sehingga menjadi Peta ZNT Tunggal 

seperti yang diharapkau dan atau dengan cara membuat Peta ZNT 
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Tunggal yang baru berbasis persil dengan cara mengatasi sumber 

permasalahannya berupa keterbatasan sumberdaya dana. 
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BABY 

PENUTUP 

A. Kesimpulao 

Berdasarkan basil peoelitiao dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya mengenai efektivitas koordinasi antara Kantor Pertanahan dan 

DPPKAD dalam peogadaan Peta Zona Nilai Taoah Tunggal untuk 

kepeotingan fiskal di Kabupaten Bangka Tengah, maka dapat disimpulkao 

sebagai berikut : 

I. Babwa selama ini koordinasi yang Ielah dilakukao oleh kedua instansi 

tersebut pada umumnya belum berjalan secara efektif. Hal tersebut 

dapat dilihat berdasarkan indikator koordinasi pada aspek komunikasi 

yaitu dengan adaoya disparitas nilai taoah antara NJOP PBB, ZNT 

BPN dan barga traosaksi maka maka dapat disimpulkao komunikasi 

antara kedua instaosi tersebut belum berjalan dengan baik. Pada aspek 

penetapan kesepakatan dan komitmen koordinasi, meskipun 

kesepakatao dan komitmen sudab berjalan sesuai dengan MOU antara 

Kantor Pertaoahan dan Pemerintab Daerah Kahupaten Bangka Tengah 

namun dirasa belum cukup menjadi acuan yang kuat dalam pengadaan 

Peta ZNT Tunggal secara intensif dan menyelurub. Pada aspek 

intensif koordinasi bel urn ada diatur mengenai insentif koordinasi dan 

komunikasi untuk Kantor Pertanahan dan Dinas Pendapatao 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada aspek feedback untuk 
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perencanaan dan keberlanjutan pengadaan Peta ZNT Tunggal berbasis 

bidang yang merupakan limbs! balik terbadap apa yang telah 

dilaksanakan sebelumnya yaitu Peta ZNT Tunggal berbasis bentang 

laban belum terlaksana karena tidak dituangkan dalam MOU antara 

Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Bangka T engah 

sebelumnya. 

2. Faktor-faktor pendukung koordinasi dalam pengadaan Peta Zona Nilai 

Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten Bangka 

Tengah, adalah (a) adanya peluang pengguna Peta ZNT selain BPN, 

(b) gejala adanya political will pengadaan Peta ZNT Tunggal oleh 

multipihak yang berkepentingan, dan (c) memungkinkan dilakukan 

secara teknis. 

3. Faktor-faktor penghambat koordinasi dalam pengadaan Peta Zona 

Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal ini berkaitan dengan 

yang diterima oleh pemangku kepentingan, yaitu (a) pihak Kantor 

Pertanahan terkait dengan skala Peta ZNT yang tidak berbasis bidang 

sehingga mempersulit dalam proses pelayanan, (b) pihak PP AT terkait 

dengan tambahan tugas membuat sketsa lokasi bidang tanah yang 

dimohon karena menambah pekeljaannya, ketidakjelasan detemtinasi 

waktu layanan irdormasi nilai tanah dari Kantor Pertanahan 

menyebabkan ketidak jelasan waktu layanan, dan adanya verifikasi 

nilai tanah dari DPPKAD menyebabkan ketidakpastian pelayanan; (c) 

pihak masyarakat berkaltan dengan nilai tanah yang tidak rasional. 
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B. Saran 

Merujuk pada kesimpulan yang dikemukakan peneliti maka saran 

yang dapat menjadi rekomendasi bagi Kantor Pertanaban dan DPPKAD 

Kabupaten Bangka Tengab dalam melakukan koordinasi dalam pengadaan 

Peta ZNT Tunggal untuk kepentingan fiskal adalab sebagai berikut : 

1. Dengan adanya keinginan dari Kantor Pertanahan maupun Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tengab dalam kerjasama pembuatan Peta Zona 

Nilai Tanab berbasis bidang, maka perlu segera dibangun komunikasi 

yang lebih intensif untuk: merealisasikan kerjasama tersebut serta 

berusaba untuk mengurangi alur komunikasi yang bersifut heirarkis 

dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk: menghemat biaya, 

waktu dan tenaga. 

2. Membuat bentuk kesepakatan antara Kantor Pertanaban dan Pemetintah 

Kabupaten Bangka Tengab berupa regulasi yang komprehensif untuk 

memperjelas pembagian kerja dan diberikan SOP yang lengkap yang 

dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor 

dalam pengadaan Peta ZNT Tunggal di Kabupaten Bangka Tengab. 

3. Pimpinan instansi terkait memulai berinisiatif memberikan sanksi dan 

insentif terhadap pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pengadaan 

Peta ZNT Tunggal untuk menunjang peningkatan produktivitas. 

Misalnya memberikan kesempatan stafuya untuk mengikuti pelatihan 

agar dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. 
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4. Dalam pembuatan Peta Zona Nilai Tanah berbasis bidang, sebaiknya 

disempurnakan dengan sistem infonnasi nilai tanah. Dengan 

dibangunnya aplikasi sistem informasi nilai tanah akan mempennudah 

akses infonnasi nilai tanah baik bagi masyarakat maupun instansi yang 

membutubkan. Aplikasi tersebut diupayakan untuk berbagai 

kepentingan yaitu, PNBP, PBB, BPHTB, penilaian besar agunan, 

referensi ganti rugi, dan lain-lain. 

5. Berangkat dari adanya kemungkinan secara teknis dan diuntungkannya 

secara ekonomis mengenai pengadaan Peta ZNT Tunggal multimanfaat, 

maka perlu segera melakukan penambahan SDM sesuai dengan 

kapasitas dan kemampnan secara teknis dalam pengelolaan Peta ZNT 

Tunggal guna mengakslerasi pengadaannya dan meningkatkan efisiensi 

biaya pengadaannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kantor Pertanahan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah 

I. Bagaimanakab komunikasi antara Kantor Pertanaban dengan DPPKAD 

dalam pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan 

fiskal di Kahupaten Bangka Tengah? 

2. Bagaimanakah kesadaran pentingnya koordinasi dalam rangka 

pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan fiskal di 

Kabupaten Bangka Tengah? 

3. Bagaimanakah peran para pejabat yang berkompetensi dalam hal 

pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal di Kabupaten Bangka 

Tengah? 

4. Bagaimanakah kesepakatan, komibnen, insentif dan kontinuitas 

perencanaan Kantor Pertanaban dan DPPKAD dalam pengadaan Peta 

Zona Nilai Tanab Tunggal di Kabupaten Bangka Tengab? 

5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung koordinasi dalam 

pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan Iiska! di 

Kabupaten Bangka Tengab? 

6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengbambat koordinasi dalam 

pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingao fiskal di 

Kabupaten Bangka Tengab? 
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B. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAl) 

I. Bagaimanakah peran PPAT dalam pengadaan Peta Zona Nilai Tanah 

Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten Bangka Tengab? 

2. Permasalaban apa saja yang dihadapi PPA T dalam mengikuti 

kebijakan Kantor Pertanaban dan Pemerintab Daerab dalam hal nilai 

tanab? 

C. Pemohon/Masyarakat 

I. Bagaimanakab pendapat Bapakllbu mengenai kesesuaian biaya 

PNBP, BPHTB dan PBB terhadap nilai transaksi tanab yang 

sebenamya? 

2. Adakab kendala terkait dengan nilai tanab yang sudab ditetapkan 

sebagai dasar pengenaan PNBP, BPHTB dan PBB? 
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Nama 
Jabatan 
Tempat 

Waktu 

TRANSKRIP WAW ANCARA 

Jr. Mulana Arbani 
Kopala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tongah 
Ruang Kopala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 
Tongah 
Sonin, 05 Juni 2017 

I. Bagaimanakah komunikasi antara Kantor Pertanahan dongan DPPK.AD 
dalam pengadaan Pota Zona Ni1ai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiska1 
di Kabupaton Bangka Tongah? 
Jawaban: 
"A walnya pemikiran mengonai pembuatan Pota ZNT Tunggal ini 
dilatarbe1akangi oloh Surat Edaran Kopala BPN Nomor 2/SE-1001112015 
tontang Evaluasi Polayanan Pometaan Tomatik Dan Nilai Tanah 
Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2010 yang momerintahkan BPN untuk 
monarik PNBP berdasarkan Zona Nilai Tanah sedangkan Anggaran 
mongonai pengadaan peta ini di Kanwil Provinsi. Nah PEMDA Kan juga 
perlu untuk menarik BPHTB maupun PBB oloh karena itu Kopala Kantor 
terdahulu monginisiasi meugonai ketjasama dalam pembuatan peta ini. 
Komunikasi ini diawali dengan cara informal antara Kopala Kantor 
Pertanahan dengan Bupati Bangka Tengah yang komudian di teruskan 
dengan rapat-rapat koordinasi surat menyumt secara formal dalam 
pemhabasan perencanaan sampai dongan ovaluasi" 

2. Bagaimanakah kesadaran pentingnya koordinasi dalam raugka peugadaan 
Pota Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaton 
Bangka Tengah? 
Jawahan: 
"Tontunya semua pihak yang terkait dongan Peta ZNT Tunggal ini sangat 
sadar akan pentingnya koordinasi ini karena BPN butuh peta ZNT ini 
terkait dengan PNBP dalam layanan pertanahan sedangkan PEMDA dalarn 
hal ini DPPKAD sangat perlu guna penentuan nilai PBB dan BPHTB 
karena acuan selarna ini masih menggunakan peta Blok PBB lama yang 
dikasih Komonterian Kouangan sehingga nilai tanah itu tidak up to date." 

3. Bagaimanakah peran para pejahat yang berkompetensi dalam hal 
pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal di Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawahan: 
"Dalarn pelaksanaan pengadaan Pota ZNT Tunggal para pejabat dan 
pelaksana borperan aktif sesuai dongan Koputusan Bupati Bangka Tengah 
Nomor : 188.45/648.a/DPPKAD/2014 Tontang Pemhentukan Tonaga 
Ahli/Narasumberffim Pemhabas/Tim Ponyusun PNS dan T enaga 
Ahli/Jnstruktur/Narasumber Non PNS Tenaga Lokal Pengumpul Data 
Pada Kogiatan Penyusunan Zona Nilai Tanah Kabupaten Bangka Tengab 
Tabun Anggaran 2014 sesuai dougan kompetensinya untuk : 
-1" Mombuat Peta Zona Nilai A wal Tanah 
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v' Mengumpulkan Data Zona Nilai Tanah 
v' Mengo1ah Data Tekstual dan Numeris 
v' Mengo1ah Data Spasial 
v' Menyajikan dan membuat Peta Zona Ni1ai Tanah 
v' Bertanggungjawab alas Peta Zona Niai Tanah" 

4. Bagaimanakab kesepakatan, komitmen, insentif dan kontinuitas 
perencanaan Kantor Pertanahan dan DPPKAD dalam pengadaan Peta 
Zona Ni1ai Tanah Tunggal di Kabnpaten Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Kesepakatan, komitmen dan kontinuitas perencanaan pengadaan Peta 
ZNT Tunggal dapat di1ibat dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah 
Kabupaten Bangka Tengah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 
Tengah tentang Pembuatan Zona Nilai Tanah Kecamatan Koha dan 
Pangka1an Baru Nomor : 900/47/DPPKAD/2014 dan Nomor : 
149.1119.04/X/20 14" 

5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung koordinasi dalam 
pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di 
Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Secara umum yang mendukung berjalannya keljasama pembuatan Peta 
ZNT Tunggal ini ya dapat dipakai o1eh kedua instansi baik BPN maupun 
DPPKAD untuk keper1uan mereka masing-masing" 

6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat koordinasi dalam 
pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di 
Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Hambatan secara wnum saya rasa tidak ada tetapi dalam tatamn 
pe1akaana secara tek:nis pasti ada, coba tanya ke kasi infiastruktur!" 

Nama 
Jahatan 

Tempat 

Wakto 

Bambang Yuniarto, ST., M.App.Sc 
Kepala Sekai Jnfrastruktnr Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bangka Tengah 
Ruang Kepala Seksi Jnfrastruktnr Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bangka Tengah 
Selasa, 06 Juni 2017 

I. Bagaimanakab komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan DPPKAD 
dalam pengadaan Peta Zona Ni1ai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal 
di Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawahan: 
"BPN kan diberi Mandai o1eh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 
untuk menye1enggarakan kebijakan dan penge1o1aan pertanahan secara 
nasional, regional dan sektoral termasuk didalamnya pe1aksanaan survei 
dan pemetaan potensi tanab, Nab sedangkan PEMDA untuk meningkatkan 
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PAD di sektor BPHTB dan PBB khususnya infonnasi penilaian tanah 
(land market) maka kebutuhan ketersediaan Peta ZNT Tunggal dalam 
rangka mendnkung pembangunan yang berkesinambungan sesuai 
kebijakan pembangunan dianggap sangat mendesak, maka para pimpinan 
melalui komunikasi infonnal dan ditindaklanjuti melalui komunikasi 
formal dalam surat menyurat dan rapat koordinasi pengadaan Peta ZNT 
Tunggal ini dilakukan. Komunikasi dengan PEMDA berawal dari belum 
pemab dilaksanakannya pemetaan zona nilai tanah sedanglian sesuai 
dengan PP. 13 Tabun 2010 mengeuai PNBP yang berlaku di BPN harus 
segera dilaksanakan tetapi anggaran di Kantor Pertanaban belum ada, 
Anggaran tersebut berada di Kanwil BPN Provinsi. BPN merasa ada 
peluang keJjasama mengenai hal ini." 

2. Bagaimanakab kesadaran pentingnya koordinasi dalam rangka pengadaan 
Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten 
Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Ya semua pemangku kepentingan mengeuai nilai tanah pasti merasa ini 
hal sangat penting karena hal ini merupakan perwujndan percepatan 
pelaksanaan pembangunan daerab dalam bidang penyediaan data dan 
informasi nilai tanah yang pada pokoknya zona nilai tanah ini untuk 
menentukan tarif pelayanan pertanaban, referensi pengenaan BPHTB dan 
penetapan NJOP. Makanya dulu keJjasama pengadaan ZNT tunggal ini 
cepat dilaksanakan banya kendala anggaran sehingga banya 2 kecamatan 
saja yang sndab dikerjasamakan" 

3. Bagaimanakab peran para pejabat yang berkompetensi dalam hal 
pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal di Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Para pimpinan tertinggi yang berkompeten dalam koordinasi pengadaan 
ini sangat dominan seperti yang telab dilakukan Kepala Kantor Pertanaban 
Kabupaten Bangka Tengab yang dapat meyakinkan manfaat yang 
menguntungkan bagi Pemerintab Daerab jika peta ZNT bisa diadakan 
dengan kualitas kerincian yang baik" 

4. Bagaimanakab kesepakatan, kontitmen, insentif dan kontinuitas 
perencanaan Kantor Pertanahan dan DPPKAD dalam pengadaan Peta 
Zona Nilai Tanab Tunggal di Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Dalam rangka sinergi pelaksanaan Penyusunan ZNT di Kabupaten 
Bangka Tengab, Pemerintab Daerab Bangka Tengab bersama Kantor 
Pertanaban Kabupaten Bangka Tengab telab melaknkan keJja sama 
dengan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan penyusunan ZNT di 
wilayab Kecamatan Koba dan Kecamatan Pangkalan Baru seluas ± 20.000 
Ha skala peta 1:10.000 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerab 
(APBD) Perubaban tabun 2014. Kegiatan tersebut dibarapkan akan 
diperoleh informasi nilai tanah yang disajikan dalam bentuk peta ZNT 
skala 1: 10.000. Hal ini tentu terjadi setelab semua pibak sepaham yang 
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dilanjutkan dengan MOU sebagai kontrak administrasi antara kedua belah 
pihak" 

5. Faktor-faktor apa Sl\ia yang menjadi pendukung koordinasi dalam 
pengadaan Pe1a Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan Iiska! di 
Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Satu hal yang sangat mendukung kareoa merupakan landasan dalam 
pengadaan peta ZNT ini adalah NJOP yang dijadikan dasar perlritungan 
PBB dan BPHTB merupakan barga pasar tanah seperti halnya barga pasar 
yang dijadikan dasar BPN untuk memungut PNBP dalam pelayanan 
pertanahan dan hal ini bisa dilalrukan secara telrnis" 

6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengbarnbat koordinasi dalarn 
pengadaan Pe1a Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di 
Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Secara teknis banyak kendala dalarn pengadaan peta ZNT ini salah 
satunya adalah belum ditemukannya cara yang efektif dalarn penelusuran 
bidang tanah yang belum terpetakan dalarn peta pendaftaran BPN selain 
itu komplain dari masyarakat yang akan membayar baik PNBP kaget 
dengan kenaikan tarifuya, untuk menindak:lanjuti hal itu BPN Bangka 
Tengah perlu bekoordioasi dengan KANWIL BPN untuk revisi sehingga 
komplain tersebut tidak dapat ditangani dengan eepat" 

Nama 
Jahatan 
Tempat 
Wakto 

Cherlini, ST., M.Si 
Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka Tengab 
Ruang Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah 
Selasa, 09 Mei 2017 

I. Bagaimaoakab komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan DPPKAD 
dahun pengadaan Pe1a Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal 
di Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Komunikasi dengan BPN berawal dari nilai tanah yang terdapat dalarn 
NJOP yang kita punya tidak pernah di revisi dari awal pemberian Kantor 
Pajak Pratama Bangka sehingga tidak up date dan kita tahu BPN punya 
tugas dalarn penilaian tanah, kita berfikir ada peluang untuk kerjasama" 

2. Bagaimanakah kesadaran pentingnya koordinasi dalarn rangka pengadaan 
Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten 
Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Kami DPPKAD pastinya menyadari bahwa hal ini sangat penting karena 
dalarn rangka pereepatan pembangunan di sektor pertanahan baik berupa 
peningkatan Pendapatan Asli Daetah maupun untuk mengnrangi potensi 
sengke1a dan konflik pertanahan di masyarakat maka perlu adanya 
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langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah antaia lain dengau 
membatasi peraliban, pelepasan ataupun pengoperau penguasaan tanah 
garapan lebih dari l kali dan segera ditetapkannya Zona Nilai Tanah di 
seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Seluruh pejabat terl<ait sangat 
sadar bahwa koordinasi mengenai ZNT ini sangat penting dan mendesak 
hal ini bisa dibuktikan hauya dengan rapat 4 kali saja kerjasama ini dapat 
terwujud, hal ini tentu didasarkan pada pentingnya percepatau pemberian 
pelayanan masyarakat dibidang pertanahan dan potensi peningkaum PAD 
dalam sektor BPHTB" 

3. Bagaimanakah perau para pejabat yang berkompetensi dalam hal 
pengadaau Peta Zona Nilai Tauah Tunggal di Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawahau: 
"Sebenarnya sesuai Kenmgka Acuau Kelja Kebijakan Penilaian Tanah 
yang dipunyai BPN menjelaskan bahwa dalam menjalankan tupoksi 
penilaian tanah gnna pembuatan peta ZNT dilakukan dalam 3 tahap yaitu : 

' Pengnmpulau data sampai dengan verifikasi dilakukan oleh 
Kantor Perumahan 

' Proses pengolahanoya dilakukan oleh Kanwil BPN 
' Pengesahaunya sampai dengan pemanfaaumnya oleh Kantor 

Pertanaban 
Wahmpun Pemerintah Daerah SDM yang berkompeten secara teknis tidak 
banyak tetapi dari seluruh tahapan semua di sertakau" 

4. Bagaimanakah kesepakatan, kontitmen, insentif dan kontinuitas 
perencanaan Kantor Perumahan dan DPPKAD dalam pengadaau Peta 
Zona Nilai Tanah Tunggal di Kahupaten Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Wujud kesepakatan, kontitmen ini tertuang dalam perjanjian kerjasama 
antara BPN dan PEMDA dengau ruaug lingkup kerjasama ini melipnti : 

' Pembuaum nilai pasar tanah yang menggunakan jmulah responden 
dengau tingkat kedalaman data sampai dengan tingkat 
desalkeluralum diwilayah KecamaU!n Koba dan KecamaU!n 
Pangkalan Baru 

' Batas 1uasan wiJayah pembuatan nilai pasar se1uas ± 20.000 Ha 
' Pemutakhiran ni1ai pasar dilakukan sesuai perkembangan nilai 

pasar yang dignnakan sebagai dasar pengenaan BPHTB. 
Mengenai insentif be1um diatur hauya penilaian individu daja dari atasan, 
sedangkan kontinuitas perencanaan dimungkinkan akan diadakan 
keljasama pengadaau Peta ZNT Tunggal dengan basis bidang umab tidak 
lagi benumg 1ahan" 

5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung koordinasi dalam 
pengadaau Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di 
Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Ya jika peta ZNT dapat diadakan maka bisa berperan ganda dapat 
digunakan sebagai dasar perbitungan PNBP pertanahan dan sebagai 
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! 

perhitungan besamya PBB dan BPHTB. Artinya peta tersebut memiliki 
manfaat ganda atau multi manfaat atau multiguna. Hal ini menyiratkan 
adanya keinginan pimpinan atau bisa juga dikatakan political/ will 
bersama antara BPN dan PEMDA dalam rangka pengadaan peta tersebut 
secara bersama-sama dan digunakan secara bersama-sama pula" 

6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengbambat koordinasi dalam 
pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan fiskaJ di 
Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Peta ZNT basil keJjasama dengan BPN adakalanya tidak rasional kadang 
lembar BPHTB yang di bawa PPA T ke DPPKAD untuk di validasi nilai 
tanalmya lebih besar dari pada nilai yang tertera pada peta ZNT sehingga 
harus ada kroscek dilapangan" 

Nama 
Jabatan 

Tempat 
Wakto 

Riza, SE 
Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Bangka 
Tengab 
Ruang Kepala Bidang DPPKAD Kabupaten Bangka Tengab 
Selasa, 09 Mei 2017 

I. Bagaimanakab komunikasi antara Kantor Pertanaban dengan DPPKAD 
dalarn pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan fiskal 
di Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Ya tentunya komunikasi itu pasti ada terlebih dabulu antar sesama 
pimpimm terutama pimpinan tertinggi BPN Bangka Tengab maupun 
Bupati baik secara informal maupun formal yang berkeinginan untuk 
melakukan keJjasama, kalau kita sebagai bawaban pasti ilrut perintab 
untuk melakukan koordinasi dengan BPN. Komunikasi dengan BPN 
berawal dari nilai tanab yang terdapat dalarn NJOP yang kita punyai tidak 
pemab di revisi dari awal pembetian Kantor Pajak Pratarna Bangka 
sehingga tidak up date dan kita tabu BPN punya tugas dalam penilaian 
tanab, kita berfikir ada peluang untuk keJjasama" 

2. Bagaimanakab kesadaran pentingnya koordinasi dalam rangka pengadaan 
Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten 
Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Kalau saya pribadi menyadari Peta ZNT Tunggal ini sangat penting untuk 
di wujudkan mengingat BPHTB merupakan salab salab satu jenis pajak 
yang menjadi salab satu andalan Pemerintab Daerab Bangka Tengab 
dalarn menggali pendapatan daerab, telaPi dalam pelaksanaannya 
memerlukan dukungan sumber daya manusia dan prasarana seperti 
pembuatan label Nilai Jual Obyek Pajak. Jika Peta ZNT ini ada maka data 
nilai tanab untuk PBB dan BPHTB akan up-date" 
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3. Bagaimanakah penm para pejabat yang berkompetensi dalam hal 
peogadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal di Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Pembuatan peta ZNT jika di PEMDA adalab tugas dari DPPKAD 
kbususnya bidang pendapatan oleh karena itu sumber daya manusia yang 
berkompeten di bidang pembuatan peta terutama mengenai data spasial 
sangat diperlukan, kami DPPKAD sangat knnmg tidak lebih dari 3 orang 
yang bisa melakukan pembuatan data spasial oleh karena BPN juga 
mempunyai tugas membuat peta ZNT maka kami bekeljasama dalam 
pembnatannya sehingga SDM kita terbantu oleh SDM BPN'' 

4. Bagaimanakah kesepakatan, komitmen, insentif dan kontinuitas 
perencanaan Kantor Pertanahan dan DPPKAD dalam peogadaan Peta 
Zona Nilai Tanab Tunggal di Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Kesepakatan dan komitmen antara BPN dan PEMDA yang sudah ada 
dapat dilihat dalam MOU Nomor: 149.1119.4/X/2014. BPN dan PEMDA 
melaksanakan pembuatan peta ZNT di Kernm•tan Koba dan Pangkalan 
Baru. Kenapa tidak se1uruh wi1ayab Kabupaten Bangka Tengab? Karena 
hal ini pertama kita 1akukan mengingat pendanaan juga maka 2 Kecamatan 
ini dijadikan lokasi karena wilayab ini lebih berkembang dari pada 
wilayab lain dengan demikian PAD dari sektor BPHTB dan PBB dapat 
ditingkatkan. lnsentif dari koordinasi bbn ada ya karena ini kan sudah 
tugas jadi atasan yang meuilai. Jika masalah kontinuitas perencanaan 
sebaiknya basis peta ZNT adalah bidang bnkan lagi zona sehingga 
informasi lebih detail dan lebih mendekati kebenaran nilai." 

5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penduknng koordinasi dalam 
peugadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan fiskal di 
Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Kanti DPPKAD dalam berkoordinasi mengenai pembuatan peta ZNT ini 
sangat didukung oleh BPN oleh karena kita sama-sama membutuhkan up 
dating nilai tanab untuk keperluan kita masing-masing. Secara teknis 
dengan menggunakan fasilitas sofware Arc.GIS BPN sudah 
mempersiapkan aplikasinya sehingga kita DPPKAD tidak perlu lagi 
peogadaan aplikasi tersebut, tentunya SDM kita juga semakin ringan 
keljanya jika keljasama terwujud karena keterbatasan kemampuan SDM 
kita" 

6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengbambat koordinasi dalam 
pengadaan Peta Zona Nilai Tanab Tunggal untuk kepentingan fiskal di 
Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawaban: 
"Satu hal yang menjadi permasalaban ketika nilai tanab yang ada di peta 
ZNT temyata lebih kecil dengan barga transaksi yang tertera dalam Akta 
Jual Beli yang diajukan untuk membayar BPHTB maka jika ada kejadian 
seperti itu terdapat pekeljaan tambaban bagi kami untuk me1akukan survey 
ulang ke lapangan gnna meugecek kebenaran nilai tanab tersebut" 
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Nama 
Pekerjaan 
Tempat 

Waktu 

Gemara Handawuri, SH., M.Kn. 
Notaris/PPAT Kabupaten Bangka Tengah 
Ruang Tunggu Pemohon Kantor Pertanaban Kabupaten 
Bangka Tengah 
Selasa, II April2017 

I. Bagaimanakah peran PPAT dalam pengadaan Peta Zona Nilai Tanah 
Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawahan: 
"Y a, kami PPAT sehenarnya hanya mengikuti saja peta ZNT yang ada, 
karena-clalam penentuan nilai tanah di sitn kami tidak herperan. Akan 
tetapi karena harga transaksi yang tertera dalam Akta Jual Beli yang kami 
boat apahila ada klien kami minta dicantnmkan secara jujnr antara penjual 
dan pemheli sehingga nilai tanah mendekati kewajaran." 

2. Permasalahan apa saja yang dibadapi PPAT dalam mengiknti kebijakan 
Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah dalam hal nilai tanah? 
Jawahan: 
"Tamhahan pekerjaan membuat sket lokasi tanah yang sedang dibuat Akta 
Jual Beli di kami. Sket lokasi yang kami bnat jika mau akurat ya harus 
kelapangan atau paling tidak menanyakan kurang lebih posisi taualmya 
yang relatifbenar dimana .. 

Nama 
Pekerjaan 
Tempat 

Waktu 

Ynrni, SH., M.Kn. 
Notaris/PPAT Kabupaten Bangka Tengah 
Ruang Tunggu Pemohon Kantor Pertanaban Kabupaten 
Bangka Tengah 
Rabu, 12 Apri12017 

1. Bagaimanakab peran PPAT dalam pengadaan Peta Zona Nilai Tanah 
Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten Bangka Tengab? 
Jawahan: 
"Tidak ada pak, kami hanya mencantnmkan harga transaksi sesuai 
ketenmgan dari penjual dan pemheli." 

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi PPAT dalam mengikuti kebijakan 
Kantor Pertanaban dan Pemerintah Daetah dalam hal nilai tanab? 
Jawahan: 
"Lambatnya vaidasi yang dilskukan DPPKAD da1am pembayanm BPHTB 
serta pencarian bidang tanah yang dimaksud berdampsk pada tidak adanya 
kepastian waktu sebingga PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli tidak 
bisa segera me1skukan coking untuk dapat didaftarkannya Akta tersebut ke 
BPN selain itu, ketidakjelasan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan 
sketsa 1okasi bidang, dan ketepatan waktu <lapat ditemukannya informasi 
ni1ai bidang o1eh petngas dari kantor pertanahan menjadi kendala kami 
para Notaris/PPA T'' 
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Nama 
Pekeljaan 
Tempat 

Waktu 

Youke Nursabid, SH., M.Kn. 
Notaris/PPAT Kabupateo Bangka Tengah 
Ruang Tunggu Pemohon Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bangka Tengah 
Jumat, 21 April 2017 

1. Bagaimanakab penm PPAT dalam pengadaan Peta Zona Nilai Tanah 
Tunggal untuk kepentingan Iiska! di Kabupaten Bangka Tengah? 
Jawaban: 
"Dalam kode etik kami selaku Notaris/PPAT tidak boleh intervensi harga 
antara penjual dan pembeli kesepakatan merekalah yang kita cantotukan 
dalam akta dengan bukti kuitansi yang sudah mereka buat sebelumnya, 
Jadi peta ZNT yang jadi rujukan dalam pembayaran BPHTB kami sebagai 
user saja. Jika ni1ai transaksi lebih keeil maka nilai yang digunakan baru 
nilai dalam peta ZNT." 

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi PPAT dalam mengikuti kebijakan 
Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daetah dalam hal ni1ai tanah? 
Jawaban: 
"Banyak komplain yang datang dari klien kami karena kita tidak bisa 
menjelaskan kapan selesainya proses balik nama. Sebenamya BPN dan 
DPPKAD haros ada batasan waktu dalam melayani masalah nilai tanah ini 
sehingga kita dapat menjelaskan kepada klien kami mengenai waktu 
selesainya pekerjaan ini." 

Nama 
Alamat 
Tempat 

Waktu 

Handrianto Tjong 
Keeamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. 
Ruang Tunggu Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 
Tengah 
Kantis, 06 April2017 

1. Bagaimanakah pendapat Bapakllbu mengenai kesesuaian biaya PNBP, 
BPHTB dan PBB terhadap nilai transaksi tanah yang sebenamya? 
Jawaban: 
"Tidak sesuai dengan harga bell saya dulu pak, ni1ai untuk menghitung 
PNBP tanah yang saya daftarkan sebagai jaminan di Bauk dengan Hak 
Tanggungan lebih tinggi dua ka1i lipat dari biasanya. Saya heran ketika 
angka PNBP nya cukup tinggi, kok setinggi ini?. Padahal saya membeli 
tanah ini tidak semaha1 harga yang digunakan untuk perhitungan dalam 
PNBP. Kenapa barga yang digunakan untuk pengbitungan PNBP kok 
bampir dua kali harga pembelian saya?" 

2. Adakah kendala terkait dengan ni1ai tanah yang sudah ditetapkan sebagai 
dasar pengenaan PNBP, BPHTB dan PBB? 
Jawaban: 
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"Tanah saya yang letaknya lebih dalam dengan tanah ternan saya yang di 
depan jalan nilai tanahnya sama, kok seperti ini ya? Peta ZNT ini dibuat 
atas dasar apa? Kok seperti ini? Kok nilai yang tertera jauh lebih tinggi 
dari senyatanya dan babkan masa nilai tanah saya yang terletak dibagian 
wilayab yang lebih dalam kok sama dengan nilai tanah milik ternan saya 
yang terletak dekat dengan jalan raya?" 

Nama 
Alamat 
Tempat 

Waktu 

Tokijan Hora 
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. 
Ruang Tunggu Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka 
Tengab 
Selasa, 18 April2017 

I. Bagaimanakah pendapat Bapak/lbu mengenai kesesuaian biaya PNBP, 
BPHTB dan PBB terhadap nilai transaksi tanah yang sebenamya? 
Jawaban: 
"Wab nilainya jauh berbeda pak tidak sesuai dengan kenyataan, contohnya 
saya yang harusnya per m' Rp.\.500.000 eh berubab jadi per m' 
Rp.2.240.000, jadi kan saya barns bayar setoran ke BPN lebih mabal dari 
yangdulu." 

2. Adakab kendala terkait dengan nilai tanah yang sudab ditetapkan sebagai 
dasar pengenaan PNBP, BPHTB dan PBB? 
Jawaban: 
"Kurang mengerti pak, kita sebagai warga ya hanya bisa terima dengan 
ketentuan pemerintah, tapi menurut saya barga tanah ini tidak sesuai " 

Nama 
Alamat 
Tempat 

Waktu 

Tjhang Sui In 
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengab. 
Ruang Tunggu Loket Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka 
Tengab 
Rabu, 19 Apri12017 

I. Bagaimanakab pendapat Bapak/lbu mengenai kesesuaian biaya PNBP, 
BPHTB dan PBB terbadap nilai transaksi tanah yang sebenarnya? 
Jawaban: 
"saya pribadi kurang setuju dengan nilai ini pak, contohnya saya membeli 
tanah seluas 10.106 m' dengan barga Rp. 445.000,- pada tiga tahun yang 
lalu, tetapi belum saya batik namakan. Sekarang ketika mau saya batik 
narnakan, saya dikenakan pembayaran PNBP yang besamya =(I %o x 
(10.106 m' x Rp.1.625.000,-/m') + Rp. 50.000-, sehingga menjadi banyak 
pak. Kenapa dulu beli dengan barga Rp. 445.000,; kok sekanmg dikenai 
barga Rp. 1.625.000,-/m'?" 
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2. Adakah kendala terkait dengan nilai tanah yang sudah ditetapkan sebagai 
dasar pengenaan PNBP, BPHTB dan PBB? 
Jawaban: 
"Jika ada kendala yang seperti ini pasti saya minta penjelasan kepada 
PPAT tempat bikin Akta, katanya harga tersebut sesuai dengan nilai yang 
tertera pada peta ZNT, sehingga harus diilruti. Namun, saya ternngkan 
kepada PPAT, tetangga saya belum lama menjual tanahnya hanya lakn 
Rp.650.000/m' pak dan tanab-tanab yang terletak didekat jalanpun 
harganya belum sampai Rp. 1.625.000,-/m'?" 

Nama 
Alamat 
Tempat 

Waktu 

Abdullab Sutoto 
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengab. 
Ruang Tunggu Loket Kantor Pertanaban Kabupaten 
Bangka Tengab 
Senin, 17 April2017 

I. Bagaimanakab pendapat Bapak/lbu mengenai kesesuaian biaya PNBP, 
BPHTB dan PBB terbadap nilai transaksi tanab yang sebenamya? 
Jawahan: 
"waktu kami menjual tanah orang tua kepada saudara saya, di DPPKAD 
ada kendala katanya harga tanahnya kok jauh di bawab nilai tanah di 
mereka katanya tidak sesuai" 

2. Adakah kendala terkait dengan nilai tanab yang sudab ditetapkan sebagai 
dasar pengenaan PNBP, BPHTB dan PBB? 
Jawaban: 
"Ya kita akhlmya dengan kendala seperti itu kita jelaskan memang tanab 
itu dijual lebih murab kepada saudara karena orang tua butuh biaya 
berobat, akhlmya kita di minta buat sural pernyataan yang menjelaskan 
harganya bisa seperti itu." 

Nama 
Alamat 
Tempat 

Waktu 

Irene Tjhia 
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. 
Ruang Tunggu Loket Kantor Pertanaban Kabupaten Bangka 
Tengab 
Kamis, 20 April2017 

I. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengeuai kesesuaian biaya PNBP, 
BPHTB dan PBB terbadap nilai transaksi tanab yang sebenamya? 
Jawaban: 
"Pada saat beli tanab ini seharga Rp. 20.000,-/m', sedangkan pada saat 
saya melaknkan pengurusan baliknama saya dikenakan biaya yang 
besarnya dihitung berdasarkan harga yang jauh lebih tinggi daripada ketika 
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saya membeli beberapa waktu yang lalu yaitu Rp. 320.000,-/m'. Mengapa 
ini bisa teijadi, padabal beberapa waktu belum lama teJjadi transaksi jual 
beli tanah berlokasi 3 bidang di sel>elah barat tanah saya ini hanya Rp. 
120.000,-/m' yang menurut saya dan masyarakat di sekitar saya harga 
tersebut memang sudah sangat pantas. Pada bagian lain saya juga 
menemukan adanya traksaksi tanah di bagian wilayab yang lebih nnnai 
dan terletak ditepi jalan mya yang harganya juga Rp. 400.000,-/m'. 
Meugapa barga tanah yang dekat dengan jalan raya dengan yang relatif 
jauh denganjalan raya seperti tanah saya ini sama barganya? 

2. Adakah kendala terkait dengan nilai tanah yang sudah ditetapkan sebagai 
dasar pengenaan PNBP, BPHrB dan PBB? 
Jawaban: 
"Permasalabannya mengapa kok nilai tanab bisa sama antara yang terletak 
ditempat yang strategis deugan yaug tidak strategis? 

Nama 
Alamat 
Tempat 

Waktu 

Chris Evayani 
Kecamatan Pangkalan Barn, Kabupaten Bangka Tengab. 
Ruang Tunggu Loket Kantor Pertanaban Kabupaten 
Bangka Tengab 
Jum'at, 07 April2017 

I. Bagaimanakab pendapat Bapak!Ibu mengenai kesesuaian biaya PNBP, 
BPHrB dan PBB terhadap nilai transaksi tanab yang sebenamya? 
Jawaban: 
"Menurut saya tidak pantas nilai yang digunakan DPPKAD dan BPN 
soalnya kami hanya tinggal di perumaban kecil." 

2. Adakah kendala terkait dengan nilai tanah yang sudah ditetapkan sebagai 
dasar pengenaan PNBP, BPHrB dan PBB? 
Jawaban: 
"Ya pasti ada karena saya lihat-lihat kok harga tanah di perumaban kecil 
masuk ke dalam seperti kami barganya sama dengan penunahan besar 
yaug ada dipinggir jalan arteri? Terus kita nanti kena PBB tiap taboo juga 
naikJadi kita merasa keberatan. Kenapa harga tanah di lokasi perumaban 
kami kok bampir sama dengan nilai tanab yang berada di depan dekat 
dengan jalan arteri? Padahal ketika ada tetangga yang menjual rumahnya 
kepada pihak lain, saya tidak memperoleh harga transaksi setioggi itu." 
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Tabel Data Nllal Tanah M•nurut Peta ZNT BPN, Hare• Tansaksl dan NJOP 
Dl Keeamatan Panckalan Baru Tahun 2016 

159 

43660.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



label Data BPKTB Menu rut Peta ZNT BPN dan Harp Transaksl 
01 Kecametan Pancblan Baru Tahun 2016 
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label Data PBB Menurut Pete ZNT BPN dan NJOP 
01 Kec:amatan Panckal•n Baru Tahun 2016 
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Tabel Data PNBP Menurut Peta ZNT BPN dan NJOP 
01 Kecamatan Pangkalan Baru Tahun 2016 
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PERJAN.hAN KERJA SAMA 

ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

DENGAN 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH 

TENTANG 

PEMBUATAN ZONA NILAI TANAH 
KECAMATAN KOBA DAN KECAMATAN PANGKALANBARU 

Nomor : 900 I 47 /DPPKAD/2014 
Nomor:I~9-IM."'f/ X /2014 

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu 
Enipat Belas (14-10-2014), berteinpat di Koba; yang bertanda tangan di bawah 
ini: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama 
Jabatan 

Alamat/Tempat Kedudukan 

2. Nama 
Jabatan-

Alamat/Tempat Kedudukan 

H. ERZALDI ROSIIA.N, S.E., M.M. ------­
Bupati Bangka Tengah ------------------­
Dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah Kabupaten 
Bangka Tengah. -------------------------------­
Jalan Raya By Pass Nomor 01 Koba 
Kabupaten Bangka Tengah 33681, untuk 
selanjutnya disebut PIHAK KE I. -----------

ASNAEDI, A. Ftnh., M.H. -----------------­
Kepala ·Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bangka Tengah ----------------------.-----­
Dalam hal ini bertinda.k untuk dan atas 
nama Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bangka Tengah. --------------------------­
Jalan Gelora I Komplek Perkantoran 
Pemerinu:th Kabupaten Bangka Tengah, 
llRfW ~e)IJ!lilllm'l' disebut PiliAK 
ltE II. ------------------------·-·-··--·-----------

I'IIJAlt KE I dan PIH4K Kill ll oolanjutnya se<afll l>ersama-sama disebut 
]>Jlltll I'IJHlA.I[. -------------------------------------------------------------------------------
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Dengan ini PARA PDIAK sepakat dan mengikatka.n diri untuk mengadakan 
Peijanjian Kerja Sarna tentang pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan 
ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut: -~---------------------------------

Pasall 
SUBJEK KERJASAMA 

Subjek Kerja Sarna ini adalah PIHA.K KE I dan PIHAK KE n yang telah 
sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sarna. ------

Pasal2 
MAKSUD DAR TUJUAN 

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai perwujudan percepatan 
pelaksanaan Pembangunan . Daerah dalam bidang penyediaan data dan 
informasi nilai tanah. ----------------------- ------------------------------- -------- --

(2) Tujuan Perjanjian Ketja Sama ini untuk membuat zona nilai tanah sebagai 

daSflr: -------------------------------------------------------------------------------~---
a. p(:nentuan tarif dalam pelayanan perta,nahali; ------------------------------
b. referensi dalam pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan {BPHTB)i -------------------------------------------------------------
c. penentuan ganti rugi; ------------------.-------------------------------------
d. inventori ni1ai asset publik maupun asset masyarakat; ---------------------
e. monitoring nilai tanah dan pasar tanah; dan -------------------------------­
!. referensi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). -------------------------

Pasal3 
OBJEK DAN RUANG LINGKUP 

(1) Objek · Petjan:jian Kerja Sam.a ini adalah · Zona Nilai Tanah wila:yah 
Kecamatan Koba dan Kecamatan Pangkalanbaru. ----------------------------.--. 

(2) Ruang lingkup petjanjian keijasama ini meliputi: ------------------------------
a. pembuatan nilai pasar harga tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah yang 

menggunakanjumlah responden dengan tingkat kedalam.an data sampai 
dengan tingkat desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Koba dan 
Kecamatan Pangkalanbaru; ---~---------------------------------------------------

b. batas luas.an wilayah pembuatan nilai pas.ar sebagaimana dimaksud 
pada huruf a seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektir yang 
meliputi wilayah Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Koba; dan-

c. pemutakhiran nilai pasar dilakukan sesuai perkembangan nilai pasar 
yang digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB). -----------------------------------------"---------------
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Pasa14 
HAK DAN KEWAJIBAN 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KE I; -------------------------------------------------
a. PIHAK KE I berhak menerima hasil kegiatan pembuatan Zona Nilai 

Tanah yang terdiri dari: --------------------------------------------------------
1. peta zona nilai tanah wilayah Kecamatan Koba dan Kecamatan 

Pangkalanbaru skala 1: 10.000; ---------------------------------------------
2.laporan kegiatan dan peta yang dihasilkan berupa seJain print 

out/hard copy juga dalam bentuk file yang disimpan dalam ekstemal 
harddisk; dan -- ---------------- -------- -- -------------------- -------------- ---- ---

3. aplikasi zona nilai tanah. -------------------------------------------------------

b. PIHAK KE I wajib menyediakan biaya untuk pembuatan Zona Nilai 
Tanah wilayah Kecamatan Koba dan Kecamatan Pangkalanbaru.. ---------

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KE II: -----------------------------------------------
8. PIHAK KE n berhak menerima honorarium atas pembuatan Zona Nilai 

Tanah Wilayah Kecamatan Koba dan Kecamatan Pangkalanbaru; dan ---
b. PIHAK KEn wajib melaksanakan survei nilai pa.sar desa/kelurahan dan 

menyusun zona nilai tanah di wilayah Kecamatan Koba dan Kecamatan 
Pangkalanbaru. -----------------------------------------~.---------------------------

Pasal5 
JANGKA WAKTU 

{1) Jangka wak.tu PeJjanjian Keija Sama ini adalah sampai dengan tanggal31 
Desember 2014 dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum 
habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIH.Alt ----------------------------

(2) Perpanjangan O.an pengakhiran Sebagaimana dimaksud p8.da ayat (1) 
diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 15 (lima belas) ha.ri sebelum 
berakhirnya jangka waktu Perjanjian Keija Sarna ini. ---------------------------

{3) Apabila sampai bata.s waktu yang telah dltentukan sC:bagaimana dimaksud 
pada ayat {2) ·belum ada pemberitahuan tesmi mengenai diperpanjang atau 
tidaknya :Petjanjian Keija Sarna i,ni, maka dengan sendirinya dinyatakan 
berakhir oleh PARA PIHAK. ---------------------------------------------------------

Pasal6 
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE 

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau 
kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Petjanjian 
Keija Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian d.i luar 
kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan 
memaksa{force majeure. -------------------------------------------------------------

I -.._;7L-·•?w7irf·· I 
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(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa/ force majeure adalah 
adanya bencana alam seperti gempa bumi, badai, banjir atau hujan terus 
menerus, wabah penyaki.t, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, 
pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang 
ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap 
pelaksanaan Peijanjian K.eija Sarna ini. ------------------------------------------

(3) Apabila tetjadi keadaan memaksa/ force majeure, maka PIHAK yang lebih 
dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya 
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah 
terjadinya keadaan memaksa/force majeure. -------------------------------------

(4) Keadaan memaksajforce majeure sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 
tidak menghapuskan atau mengakhiri Peijanjian Kerja Sarna ini, setelah 
keadaan Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan 
kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan 
melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna ini sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dalam Petjanjian Ketja Sama ini. -------------------------

Pasal7 
PENYELESAlAN PERSELISIHAN 

{ 1) Apabila dalam pelaksanaan Petjanjian Kerja Sarna tru terdapat 
perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. ---------

(2) Apabila perseli-sihan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1), tidak dapat 
diselesa.i:kan secara musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat 
akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri Sungailiat. ---------------

(3) Penyelesaian perselisihan sebagaima.na dimaksud pada ayat {2) bersifat 
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat PARA PIHAK. -

Pasa!S 
PENGAKHIRAN KERJA SAMA 

Berakhirnya kerja sama ini apabila: ---------------------------------------------------
a. 'jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peijanjian Ketja Sarna ini telah 

berakhir; dan --- -------- -- --- _____ .:,_ __ -- ------- --- -------- ------- ---- --------------------
b. PARA PIHAK telah melaksanakan seluruh hak dan kewajiban masing­

masing, sehingga dengan demiki.an PARA PIHAK menjamin tidak akan 
menuntut hale dan kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. -----------------

I __ ....,,_,., ... ··lt::7tT#''- I 
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Pasal9 
LAlN-i:.AIN 

(1) Seluruh infonnasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sarna ini 
harus dijaga.k.~asiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat 
untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan 
data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan 
tertulis dari PARA 'PIHAK. -----------------------------------------------------------

(2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna ini terdapat kebijakan 
pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan 
perubahan d.alam Perjanjian Kerja Sarna ini, selanjutnya akan dibicarakan 
dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK. -------------------------------------

(3} Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam 
Perjanjian Keija Sarna ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam 
Adendum danjatau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK. serta 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kezja Sarna ini. -

PasallO 
PENUTUP 

Demikian Petjanjian Keija Sarna ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi 
dan dilaksanakan oleh PARA ~ dengan penuh tanggung jawab, dibuat 
dalam rangkap 2 (dua) asli~ yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas 
meterai yang cukup memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani 
dan dibubuhi cap PARA PIHAK, I (satu) eksemplar untuk PIHAK KE I dan 
1 {satu) eksemplar untuk PIHAK KE 11, serta mulai berlaku pada hari, tanggal, 
bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanijan Kerja 
Sama ini .. --------------------------------------------------------------------------------

PIHAKKEU, . PIHAK KE. I, 

ASNAEDI, A.ptnh., M.H. 

'1 -~ .. ,. .. ~·IZ?i:Tf",. .. =j 
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